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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian
bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri
adalah menyangkut gerakan separatisme yang berkembang di beberapa
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di
Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi
suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks

menyesuaikan dengan perkembangan di Papua.

Sebagai daerah yang diwarnai oleh gejala disintegrasi, dinamika politik
dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup intens dibandingkan daerah
lainnya di Indonesia. Seiring dengan era reformasi di tanah air dalam kerangka
era globalisasi, isu Papua kembali mengemuka di tataran nasional, regional
dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan
semakin menonjolnya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam
pola hubungannya dengan negara dan makin kritisnya gugatan terhadap peran

negara sebagai pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya.

Permasalahan Papua kini masih hadir sebagai isu yang sensitif bagi
kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, sehingga perlu mendapat perhatian
dan pengawasan secara kontinu demi mencegah kecenderungan peningkatan
aspirasi pemisahan diri dan demi tercapainya penyelesaian masalah-masalah

Papua secara keseluruhan.

Berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis global dan
regional serta dinamika nasional dan pengalaman sejarah, maka pemerintah
perlu memberikan perhatian terhadap masalah Papua yang kembali
mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Setiap isu yang berkembang
harus dicermati dengan seksama dan mendalam, salah satu mengingat adanya

indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun asing
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yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Papua, dalam dinamika konflik
di Papua yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada kedaulatan dan
integritas wilayah NKRI. Keterlibatan LSM, seperti yang terlihat dalam isu
pemberian suaka terhadap pencari suaka asal Papua oleh Australia
memperlihatkan kerawanan yang dihadapi dalam perkembangan masalahan

Papua ke depan

B. Urgensi Pengamatan Ketahanan Wilayah Papua

Walaupun berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
tahun 1969 yang kemudian disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB
No.2504 Papua merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan NKRI,
namun tuntutan merdeka dari sebagian kelompok masyarakat yang
menganggap tidak sahnya proses pelaksanaan PEPERA tidak pernah surut.
Melalui kampanye di berbagai forum di dalam negeri dan di luar negeri yang
didukung berbagai elemen, kelompok ini berusaha menciptakan kondisi yang
menguntungkan pada tingkat nasional, regional dan internasional menyangkut
isu penentuan nasib sendiri melalui jalur-jalur diplomasi-politik dan mendesak
PBB untuk memperdebatkan kembali status hukum Papua sebagai bagian dari
NKRI. Selain melalui lobi-lobi politik, mereka juga melakukan kegiatan

bersenjata.

Isu-isu lain yang diangkat untuk mendapat perhatian masyarakat
internasional adalah  berkenaan dengan, kemiskinan, kebodohan,
keterbelakangan, dan kesehatan, yang dibungkus dalam kerangka pencapaian
nilai-nilai demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup yang memang saat ini
menjadi sorotan dunia internasional dan pertimbangan negara-negara maju

tertentu dalam pengambilan kebijakannya terhadap suatu negara.

Melihat kenyataan pembangunan di sana, isu yang diangkat oleh
gerakan kemerdekaan Papua bukanlah tidak mendasar, terlepas dari bias-bias
kepentingan politiknya. Eksploitasi sumberdaya alam oleh investor nasional
dan asing seringkali tidak seiring dengan pembangunan masyarakat, melanggar
nilai-nilai adat budaya setempat, serta tidak ramah lingkungan. Kondisi ini

disertai oleh ketidakmampuan pemerintah setempat untuk menjalankan

TERBATAS



TERBATAS
3

fungsinya dengan efektif dan efisien akibat sumberdaya manusia yang
terbatas, terutama dari segi kualitas dan kondisi geografis yang tidak
menguntungkan. Hal-hal tersebut menyebabkan lambannya kemajuan yang
dicapai masyarakat asli sehingga kesenjangan dan kecemburuan semakin
meningkat dan akhirnya memunculkan sentimen terhadap pemerintah (pusat)

yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang ada.

Eksistensi kelompok pro kemerdekaan Papua dengan isu-isu yang
diangkatnya, adanya ketimpangan pembangunan yang berujung pada
kecemburuan dan sentimen serta kebijakan pemerintah yang kontroversial,
menjadi faktor meningkatnya kerawanan di Papua, yang tidak hanya
berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia tapi juga bersinggungan
dengan kepentingan negara-negara lain baik yang menanamkan asetnya di
sana maupun Yyang berada di sekitarnya. Ini berarti kompleksitas
permasalahan yang ada di Papua kini tidak hanya meliputi dimensi politik,
ekonomi, sosial-budaya dan militer keamanan dalam konteks nasional belaka,
namun juga dalam konteks internasional sehingga membutuhkan kebijakan
penanganan yang komprehensif dan outward looking. Selain itu, diperlukan
pula kebijakan praktis dan berjangka menengah untuk mengatasi konflik yang

mulai muncul di permukaan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini dimaksudkan agar faktor-faktor
yang menjadi sumber konflik di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya
Barat), dapat diidentifikasi dengan baik sehingga didapatkan gambaran yang
utuh tentang kondisi rawan yang sedang dihadapi di sana guna memberikan
masukan bagi pertimbangan kebijakan yang harus diambil dalam menangani
hal tersebut. Sehingga kasus Timor-Timur tidak terulang kembali dan
keutuhan wilayah NKRI tetap terjaga tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat
Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia serta mengindahkan nilai-nilai
demokrasi, HAM dan lingkungan hidup demi menempatkan Indonesia sebagai
bangsa yang berdaulat, bermartartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain

dalam percaturan internasional.

TERBATAS



TERBATAS

BAB Il

PROFIL PAPUA!

Deskripsi Geografis dan Demografis
1. Geografis

Papua yang berada di bagian paling timur Indonesia ini
berbatasan dengan Samudera Pasifik di utara serta Propinsi Maluku,
Maluku Utara, Laut Arafuru dan Laut Seram di sebelah barat. Selain itu,
pada bagian selatan Papua juga berbatasan dengan Selat Torres yang
termasuk dalam wilayah Australia. Sedangkan di bagian timur, Papua

berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea.

Propinsi Daerah Tingkat | Papua berada pada 0° 19°-10° 45’
Lintang Selatan, dan 130° 45°-141° 48 Bujur Timur. Wilayah Propinsi
Papua membentang dari barat ke timur sejauh kurang lebih 1200 km
(dari Sorong hingga Jayapura) dan sekitar 736 km dari utara ke selatan
(dari Jayapura sampai Merauke). Propinsi ini memiliki luas wilayah
sebesar 644.981 km?, terdiri atas 421.981 km? daratan dan 228.000 km?
wilayah laut atau hampir 50% dari total luasnya. Keseluruhan luas Pulau
Papua (wilayah Indonesia dan Papua New Guinea) menduduki peringkat

kedua pulau terbesar di dunia setelah Pulau Greenland (Denmark).

Papua memiliki iklim hutan hujan tropis atau tropical rain
forest, di mana pembagian musim tidak dapat ditentukan dengan tegas
antara musim hujan dan kemarau karena pada musim kemarau pun
curah hujan tetap tinggi. Di bagian pantai selatan Papua dipengaruhi
oleh angin Muson Tenggara yang kering, bertiup dari bulan Mei hingga
November. Sedangkan angin Muson Barat Laut yang bertiup antara

bulan Desember dan April mempengaruhi bagian utara Papua. Dengan

1 Gambaran perkembangan Papua dalam bab ini tidak memisahkan antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irjabar,
berdasarkan pertimbangan keterkaitan permasalahan yang diteliti dalam kajian ini. Dalam konteks ini, profil tentang
Papua merupakan deskripsi yang menempatkan Papua sebagai suatu obyek kajian yang tidak dipisahkan atas batas
pengaturan politik yang dibentuk dalam kerangka memperpendek rentang kendali pemerintahan.
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kondisi ini, ditambah dengan faktor kesuburan tanah di sebagian
wilayah Papua, khususnya yang terletak di pegunungan seperti Wamena
misalnya, sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Selain itu,
kawasan pantai Papua juga sangat potensial bagi pengembangan

industri perikanan.

Dari segi geologis, kondisi di Papua menunjukkan banyak
terjadinya gejala-gejala pengangkatan dan penurunan kulit bumi
dengan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga topografi Papua bisa
disebut ‘kasar’. Di daerah-daerah tepi pantai banyak terdapat dataran
rendah yang sangat luas serta tertutup hutan bakau (mangrove),
terutama di pantai bagian utara yang dikenal dengan lembah Sungai
Mamberamo dan pantai selatan dengan lembah-lembah Sungai Agats,
Braza, Lourenz dan Digul. Daerah sekitar Sungai Mamberamo dan
sungai-sungai  lainnya  sesungguhnya  sangat potensial bagi

pengembangan proyek energi guna memenuhi kebutuhan energi listrik.

Papua juga dilalui oleh tiga deretan pegunungan yaitu: deretan
Pegunungan Utara yang merupakan outer arc (lingkar luar), deretan
pegunungan yang merupakan inner arc di sebelah selatannya, dan
deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian
Continent. Di bawah bentangan pegunungan-pegunungan di Papua,
terjadi pertemuan lempeng bumi dari Asia dengan lempeng bumi dari
Pasifik/Australia. Karena adanya pertemuan lempeng bumi tersebut,
maka tidaklah mengherankan bila Papua memiliki potensi alam di
bidang pertambangan yang besar, antara lain emas, tembaga, perak
dan minyak bumi beserta turunannya. Untuk emas, tembaga dan perak,
penyebarannya berada di sekitar daerah Papua Tengah ke arah timur,

sementara minyak bumi lebih banyak berada di kawasan Kepala Burung.

2. Demografis

Penduduk pribumi Papua adalah rumpun bangsa Papua-Melanesia
yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang

berada di sebelah timur laut Australia, yang terdiri dari Kepulauan
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Bismark, Solomon, Santa Cruz, New Hebriden, Fiji, Lusiade, dan New
Caledonia. Rumpun bangsa Papua-Melanesid yang hidup di Pulau Papua
memiliki ciri-ciri: berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka
bulat, hidungnya tinggi serta lebar dan sering melengkung. Di daerah

pedalaman, suku-bangsa Papua nyaris mirip dengan suku-bangsa Afrika.

Dari segi bahasa, Papua juga mempunyai tingkat keberagaman
yang tinggi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1978 oleh
sepasang suami isteri Barr dari Summer Institute of Linguistics (SIL)
menunjukkan hal tersebut dengan ditemukannya 224 bahasa lokal yang
dapat diklasifikasikan ke dalam 31 kelompok bahasa Melanesia, seperti
misalnya: Tobati, Kwime, Sewan, Ambai, Turu, Wondama, Arfak,
Mimika, Moni, dan Awin. Bahasa-bahasa tersebut dipakai oleh berbagai
kelompok suku, dari yang jumlahnya puluhan hingga puluhan ribu

orang.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,
dan Kepadatan Penduduk di Papua (*)

Kabupaten/Kota Luas Daerah (Km2) Jumlah Penduduk Kepadatan Per Km2

01. Merauke 119 749 336 376 2.81
02. Jayawijaya 52 916 431 338 8.15
03. Jayapura 61 493 184 606 3.00
04. Paniai 15 563 137 569 13.43
05. Puncak Jaya 14 532 99 764 6.41
06. Nabire 10 247 86 054 5.92
07. Fak Fak 28 488 85 626 3.01
08. Mimika 19 592 110 522 5.64
09. Sorong 37 579 147 325 3.92
10. Manokwari 37 901 212 233 5.60
11. Yapen Waropen 18 746 84 130 4.49
12. Biak Numfor 3130 115 798 3.00
13. Kota Jayapura 940 181 372 192.95
14. Kota Sorong 1105 174 714 158.11
Jumlah 421 981 2 456 110 5.66

Sumber: Papua in Figures 2004 (diolah)
(*) Termasuk Penduduk Provinsi Irjabar
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Menurut Sensus Penduduk 2005, jumlah tenaga kerja di Papua
mencapai 1.637.220 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebesar
1.134.100 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 96,49 persen
adalah bekerja dan sisanya sebesar 30,51 persen adalah pencari kerja.
Akumulasi jumlah pencari kerja hingga akhir tahun 2005 mencapai
1.271.012 orang. Sedangkan banyaknya lowongan kerja yang terdaftar
hanya 2.023 orang dan 92,98 persen telah terpenuhi. Dari jumlah
lowongan kerja tersebut, 51,34 persen merupakan sektor jasa dan

24,87 persen di sektor konstruksi dan sisanya di sektor lain.

Deskripsi Ekonomi, Sosial Budaya Dan Politik
1. Ekonomi

Selama periode 2003, 2004 dan 2005, pertumbuhan ekonomi
Papua secara berturut-turut adalah 3.22 persen, -1.63 persen dan 8.71
persen. Apabila dilihat angka pertumbuhan masing-masing sektor pada
tahun 2003, maka sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai
angka pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 15,97 persen. Sedangkan
sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sektor pertambangan.

Pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku pada
tahun 2003, 2004 dan 2005 berturut-turut adalah Rp. 9,36 juta, Rp.
10,66 juta dan Rp. 9,67 juta. Sementara itu Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Papua, yang didasarkan atas dasar harga berlaku tahun
2003 mencapai Rp. 23,10 trilyun, menurun sebesar Rp. 24,55 trilyun
dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sektor pertambangan
dan penggalian merupakan penyumbang besar terhadap nilai PDRB
yaitu sebesar Rp. 12,40 trilyun (53,61%). Besarnya kontribusi kedua
sektor ini terhadap PDRB Papua bukanlah sesuatu yang mengherankan,
karena beberapa investor asing menanamkan modal di Papua, seperti

Freeport-McMoran Gold & Copper, Inc, dan British Petroleum (BP).
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Investasi di Papua dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA). Jumlah proyek PMDN dan PMA di Papua terus berkembang dari
tahun ke tahun. Penyerapan tenaga kerja dalam proyek PDMN periode
2004/2005 pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bila
dilihat PMA yang disetujui menurut sektor ekonomi maka sektor
pertambangan memiliki investasi yang paling besar, yaitu US$ 4.57
milyar atau 69,56 persen, dan disusul sektor perkayuan senilai Rp. 1,51

milyar atau 22,98 persen.?

Tabel 2. Jumlah Proyek, Investasi, dan Tenaga Kerja PMDN dan PMA

PMDN PMA
Tahun Tenaga  Tenaga Tenaga  Tenaga
Jumlah Realisasi . . Jumlah Realisasi ] .
. Kerja Kerja . Kerja Kerja
Proyek Investasi . - Proyek Investasi . .
Indonesia  Asing Indonesia  Asing
2002 90 1 659 287 26 993 131 48 5204 992 24 155 579
2003 91 2 872 092 28 784 119 55 5212 493 22 591 483
2004 97 3027 019 28 452 98 59 5 250 442 25 595 541
2005 101 3729 203 62 645 727 64 6 572 914 28 109 583

Sumber: Papua in Figures 2005 (diolah)

Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi diiringi pula oleh
peningkatan realisasi penerimaan daerah otonom. Dibandingkan tahun
2003, realisasi penerimaan daerah otonom meningkat sebesar Rp. 276
milyar menjadi Rp. 793 milyar. Realisasi pengeluaran pun terus
meningkat, dimana pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar Rp.
342.15 milyar lebih dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 451.05
milyar. Dari total pengeluaran sebesar Rp. 624.20 milyar merupakan
pengeluaran rutin dan sebesar Rp. 169 miliar merupakan pengeluaran
pembangunan.® Sementara itu, alokasi dana ke Propinsi Papua tiap
tahun anggaran berkisar antara Rp. 3 trilyun hingga Rp. 13 trilyun. Pada

tahun anggaran 2004, Propinsi Papua menerima dana sebesar Rp. 7

30p.cit.
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trilyun, terdiri atas dana APBD, dana Otonomi Khusus, ABT (Anggaran
Belanja Tambahan), APBN, bantuan dari Bank Dunia dan royalti PT

Freeport Indonesia.

Meskipun anggaran yang masuk ke Papua tergolong besar, namun
masalah transportasi masih menjadi kendala utama bagi pengembangan
ekonomi lokal. Panjang jalan yang ada di Papua pada tahun 2004
sepanjang 19.885,23 km. Dari total bentangan jalan tersebut, terdiri
atas jalan negara sepanjang 2.890,55 km, jalan propinsi 2.222,50 km
dan jalan kabupaten sepanjang 14.944,40 km. Apabila dilihat kontribusi
per kabupaten, maka Kabupaten Merauke mempunyai bentangan jalan
terpanjang yaitu sepanjang 2.616,50 km (13.75%) dan bentangan jalan
yang terpendek terdapat di Kota Sorong yaitu sepanjang 211,11 km
(1.16%).

Sementara itu panjang jembatan yang diselesaikan sampali
dengan akhir 2004 mencapai 43.532,20 m dengan rincian 10.480,50 m
(24.04%) jembatan beton, 13.818,50 m (31.70%) jembatan baja dan
sisanya adalah jembatan kayu.* Secara umum, program perbaikan dan
penambahan jalan selama tahun 2004/2005 tidak mengalami

peningkatan berarti dibanding tahun sebelumnya.’

Meskipun sudah tersedia jalan darat di Papua, namun
transportasi udara, laut maupun sungai masih menjadi andalan dalam
menghubungkan antar kota di Papua maupun dari kota ke daerah
pedalaman. Dengan kondisi transportasi yang belum memadai,
khususnya transportasi darat, maka perkembangan ekonomi di Papua
terhambat. Tingginya biaya transportasi udara di Papua turut pula
mempengaruhi mahalnya harga bahan kebutuhan pokok di Papua.
Sedangkan kelancaran transportasi udara di Papua sangat dipengaruhi
oleh kondisi cuaca di Papua, sehingga kondisi cuaca di Papua yang
seringkali berubah dengan cepat dapat berpengaruh pada kehidupan

ekonomi, khususnya pada masyarakat Papua yang tinggal di pedalaman.

4 Ibid.
5 |bid.
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2. Sosial Budaya

Dari aspek sosial budaya, terdapat beberapa kriteria yang
digunakan sebagai tolak ukur pembangunan di wilayah Papua, yakni
dalam bidang pendidikan, agama, dan kesehatan. Dalam bidang
pendidikan, jumlah murid, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA) secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Namun jika dibandingkan antara jumlah murid yang menamatkan
tingkat SLTP dengan SLTA terdapat penurunan sebesar 48,5 persen. Hal
ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi dan jumlah SLTA yang

belum sebanding dengan jumlah SLTP.

Tabel 3. Jumlah Murid SD, SLTP, SLTA yang Lulus Ujian (EBTANAS)

Sekolah Dasar SLTP SLTA
Kabupaten/Kota
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

01. Merauke 4 683 3604 2308 620 675 483
02. Jayawijaya 3452 1365 2 089 549 231 346
03. Jayapura 2178 967 1988 467 567 850
04. Paniai 792 738 20 12 71 84
05. Puncak Jaya 543 135 162 - 53 -
06. Nabire 1426 540 1240 381 428 576
07. Fak Fak 922 823 924 364 480 75
08. Mimika 604 456 9 12 220 28
09. Sorong 3511 2 100 1 604 114 213 -
10. Manokwari 2072 1492 1833 319 650 705
11. Yapen Waropen 1076 951 981 263 456 150
12. Biak Numfor 1276 1433 111 508 408 388
13. Kota Jayapura 2 045 1311 2198 1174 965 1114
14. Kota Sorong - - 1857 854 840 768

2004/2005 24 580 15915 17 324 5 637 6 257 5 567

2003/2004 - - - - - -

2002/2003 19 370 12 206 17 353 5621 5111 4723

2001/2002 17 265 11 472 14 862 5490 4 289 3742

Sumber: Papua in Figures 2005 (diolah)

Dalam bidang keagamaan, berdasarkan data tahun 2004,

mayoritas penduduk Papua menganut agama Kristen Protestan, yang
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kemudian diikuti oleh agama Katolik dan Islam. Hingga tahun 2004, di
Papua terdapat 6.590 Gereja Protestan, 907 Gereja Katolik, 1.332
Mesjid, 30 Pura dan 14 Wihara. Sedangkan, jumlah rohaniawan yang
melayani kepentingan umat beragama di Papua, pada tahun yang sama
terdapat 10.488 rohaniawan Kristen Protestan, 541 rohaniawan Katolik,
2.489 rohaniawan Muslim, 56 rohaniawan Hindu dan 14 rohaniawan
Budha.®

Selain itu, secara umum rasio murid terhadap guru di SD
meningkat dibandingkan tahun 2004/2005. Rasio murid terhadap guru
di SD Negeri pada tahun 2004 sebesar 27, lebih tinggi bila dibandingkan
tahun sebelumnya yang tercatat 20. Demikian pula SD Swasta, rasio
murid terhadap guru meningkat bila dibandingkan dengan tahun
2004/2005, yaitu sebesar 23.

Tabel 4. Jumlah Pemeluk Agama

Kristen /

Kabupaten/Kota Protestan Khatolik Islam Hindu Budha Jumlah
01. Merauke 74 552 161 988 88 810 1469 350 327 169
02. Jayawijaya 289 995 128 719 5119 108 80 424 021
03. Jayapura 93 456 21 430 59 318 742 400 175 346
04. Paniai 26 521 21 501 360 13 10 48 405
05. Puncak Jaya 61 543 19 361 680 72 25 81 681
06. Nabire 75 736 29 450 25371 486 233 131 276
07. Fak Fak 18 315 16 689 47 332 167 65 82 568
08. Mimika 19 523 41 543 38 010 168 15 99 259
09. Sorong 34 205 20 884 39 940 585 405 95 719
10. Manokwari 147 158 16 248 37723 1037 472 202 638
11. Yapen Waropen 73 355 1125 8 156 90 35 82 761
12. Biak Numfor 96 852 4 493 11183 193 635 113 356
13. Kota Jayapura 89 241 30 165 83 916 1878 1018 206 218
14. Kota Sorong 135 218 29 434 52 411 241 680 217 984

2005 1235670 543 030 498 329 7 249 4123 2 288 401
2004 1171030 530 643 452 902 6 640 3085 2 165 300
2003 1171 297 478 609 452 214 5 600 3780 2111 500

Sumber: Papua in Figures 2005

8 Ibid.
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Sebenarnya, upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan
perempuan di Papua mendapat dukungan secara hukum dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatur
keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) terdiri atas unsur perempuan,
adat, dan agama, masing-masing sebesar 30 persen. Hal ini
memungkinkan perempuan Papua untuk ikut menentukan agenda apa
saja yang harus diperhatikan dan dibicarakan sehubungan dengan

kondisi mereka di sana.

3. Politik

Pemerintahan Daerah Papua yang beribukotakan Jayapura
memiliki 12 kabupaten dan 2 kota. Dari 14 kabupaten dan kota
tersebut, terdapat 181 kecamatan dan 3.661 desa/kelurahan,
mengalami penambahan dari tahun 2001 yaitu sebanyak 173 kecamatan
dan 3.461 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah ini mengakibatkan

terjadinya penambahan jumlah desa swadaya dan desa swasembada.

Eksistensi Propinsi Papua didasarkan pada PNPS No0.57/1963
tentang pembentukan Propinsi Irian Barat. Kemudian Undang-undang
ini digantikan oleh Undang-undang No0.12/1969 tentang pembentukan
Propinsi Irian Barat dan kabupaten otonom di Irian Barat, yang terdiri
dari sembilan kabupaten. Pada 1973 nama lIrian Barat diganti menjadi
Irian Jaya melalui Peraturan Pemerintahan (PP) No.5/1973. Dan pada 1
Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya
menjadi Papua.

Dalam perkembangan pemerintahan di Papua, eksistensi satu
propinsi dan sembilan kabupaten ternyata dianggap belum bisa
menjawab kebutuhan administrasi pemerintah daerah. Untuk itu, pada
1993 dikeluarkan Undang-undang No0.6/1993 tentang pemekaran
Kabupaten Jayapura menjadi Kotamadya Jayapura. Tiga tahun
kemudian, terbit PP No0.54/1996 tentang pembentukan empat

kabupaten administratif, masing-masing Kabupaten Administratif
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Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, Kabupaten Administrasi

Nabire dan Kota Administratif Sorong.

Pada 1999 No0.45/1999

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,

lahir ~ Undang-undang tentang
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong. Kemudian, pada 21 November 2001 pemerintah mengeluarkan
Produk

perundang-undangan terakhir bagi propinsi ini adalah Inpres No.1/2003

Undang-undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
tentang Percepatan Pelaksanaan Pemekaran Wilayah yang dulu sudah

pernah ditolak oleh DPRD Propinsi Papua.

Dalam hal peta percaturan politik Papua, berdasarkan hasil
pemilu 2004, daerah ini didominasi oleh dua partai besar nasionalis,
yaitu Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya yang kemudian diikuti
oleh Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partei Demokrat Partai
Persatuan Pembangunan dan Partai Daulat Rakyat. Hal ini menandakan
bahwa sebagian besar masyarakat Papua memilih partai beraliran
nasionalis. Perolehan suara partai politik di Papua dapat dilihat pada
Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 5. Perolehan Suara Parpol di DPR, DPRD I, DPRD Il Papua (Pemilu 2004)

Perolehan Suara
Partai Politik
DPR-RI % DPRD-I % DPRD-II %
1. P Demokrat 308 632 38,09 | 306 909 37,81 267 719 36,66
2. P Golongan Karya 270 843 33,43 | 269583 33,22 238 462 32,66
3. P Demokrasi KB 27 992 3,44 28 217 3,48 27 422 3,76
4. PDIP 23 647 2,92 24 996 3,08 23 536 3,22

Sumber: Papua in Figures 2005

Di samping peran politik yang dimainkan oleh para tokoh formal,
peran tokoh informal masyarakat sangat kuat dalam perkembangan
politik di Papua. Para tokoh tersebut berasal dari lembaga-lembaga
adat serta tokoh-tokoh keagamaan, khususnya gereja. Peran mereka

makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Papua, khususnya
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ketika isu Papua makin mengemuka ke forum nasional maupun

internasional.

C. Deskripsi Pertahanan-Keamanan

Propinsi Papua dalam aspek militer keamanan mendapatkan perhatian
khusus karena kondisinya yang berada di daerah perbatasan dan rawan akan
gangguan keamanan. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan
ditempatkan satuan-satuan TNI dan Polri guna kepentingan pertahanan dan
keamanan.

Untuk TNI-AD, sejak awal berintegrasi dengan NKRI telah dibentuk
Komando Daerah Militer (Kodam) vyang kini dikenal sebagai Kodam
XVII/Trikora, yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang dua, Mayor
Jenderal dan membawahi sejumlah satuan tempur organik dan komando
teritorial.  Satuan tempur organik Kodam XVII/Trikora adalah Batalyon
Infanteri 751/Jayapura, Batalyon Infanteri 752/Sorong dan Batalyon Infanteri
753/Nabire.

Komando teritorial yang berada di bawah Kodam XVII/Trikora meliputi
tiga Komando Resort Militer (Korem) dan sepuluh Komando Distrik Militer
(Kodim). Komando teritorial yang berada di bawah Kodam XVII/Trikora
meliputi tiga Komando Resort Militer (Korem) dan sepuluh Komando Distrik
Militer (Kodim). Ketiga Korem tersebut meliputi Korem 171/PVT yang berbasis
di Sorong, Korem 172/PWY berkedudukan di Abepura, Jayapura dan Korem
173/PVB bermarkas di Biak. Korem 171/PVT yang berada di Papua bagian
barat dan sebagian wilayah Papua bagian tengah membawahi Kodim
1703/Manokwari, Kodim 1704/Sorong, Kodim 1706/Fak-Fak dan Kodim
1710/Timika.

Korem 172/PWY yang membawahi Papua bagian timur dan selatan
membawahi Kodim 1701/Jayapura, Kodim 1702/Jayawijaya dan Kodim
1707/Merauke. Sedangkan Korem 173/PVB yang membawahi sebagian wilayah
Papua bagian tengah membawahi Kodim 1705/Paniai, Kodim 1708/Biak dan
Kodim 1709/ Yapen Waropen. Sebagai ilustrasinya dapat dilihat pada Tabel 6.

di bawah ini.
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Tabel 6. Komando Teritorial di bawah Kodam XVII/Trikora

Korem 171/ PVT Korem 172/PWY Korem 173/PVB
Kodim 1703/Manokwari Kodim 1701/Jayapura Kodim 1705/Paniai
Kodim 1704/Sorong Kodim 1702/Jayawijaya Kodim 1708/Biak
Kodim 1706/Fak-Fak Kodim 1707/Merauke Kodim 1709/Yapen Waropen
Kodim 1710/Timika

Selain itu, Kodam XVII/Trikora membawabhi pula satuan bantuan tempur
organik yaitu Detasemen Zeni Tempur-10. Sedangkan satuan bantuan
administasi di bawah Kodam XVII/Trikora seperti Kesehatan Kodam, Zeni
Kodam, Perhubungan Kodam, Peralatan Kodam, Pembekalan dan Angkutan
Kodam, Topografi Kodam, Keuangan Kodam, Hukum Kodam dan Polisi Militer

Kodam.

Kodam XVII/Trikora membawahi pula sejumlah satuan tempur non
organik yang didislokasikan di berbagai kawasan di Papua selama jangka
waktu tertentu. Satuan-satuan tempur non organik ini didislokasikan pada
kawasan sepanjang perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dan daerah-

daerah yang menjadi basis Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Eksistensi TNI-AL di Papua ditandai dengan kehadiran Pangkalan Utama
TNI-AL V (Lantamal V), Jayapura, yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi
berbintang satu, Laksamana Pertama, membawahi kawasan Maluku dan Papua
dan bermarkas di Jayapura. Khusus di Papua, terdapat tiga Pangkalan TNI-AL
(Lanal) dan satu Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan). Adapun
Lanal dimaksud adalah Lanal Biak, Lanal Sorong dan Lanal Merauke,

sementara Fasharkan berada di Manokwari.

Kehadiran TNI-AU ditandai dengan kehadiran tiga Pangkalan TNI-AU
(Lanud) dan satu Tim Lanud, yaitu Lanud Jayapura, Lanud Merauke dan Lanud
Manuhua, Biak. Sedangkan Tim Lanud hadir di Jayawijaya sebagai Tim Lanud
Jayawijaya. Semua satuan TNI-AU yang berada di Papua berada di bawah
Komando Operasi TNI-AU Il yang berbasis di Lanud Hasanudin, Makassar.
Dalam waktu dekat, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) akan
membentuk Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 1V (Kosekhanudnas 1V)

yang akan berbasis di Lanud Manuhua, Biak.
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Selain TNI, Polri juga membentuk satuan yang membawahi wilayah
Papua. Satuan ini dikenal sebagai Kepolisian Daerah Papua yang dipimpin oleh
seorang perwira tinggi berbintang dua atau Inspektur Jenderal. Polda Papua
membawahi sembilan Kepolisian Resort dan satu Satuan Brimob Polda.
Kesembilan Polres tersebut meliputi Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Serui,
Nabire, Manokwari, Sorong, Fak-Fak dan Mimika. Sedangkan Satuan Brimob

Polda berada di Jayapura.
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AKAR KONFLIK DAN DILEMA PAPUA

Akar Konflik Papua
1. Sejarah Politik Papua

Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya
dengan konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah
adanya nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat
Papua selama puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang
mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap
mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia. Nasionalisme
Papua yang mulai ditanamkan oleh Belanda ketika didirikan sekolah
pamong praja di Holandia, tertanam serta tersosialisasikan dari

generasi ke generasi.

Nasionalisme ini sesungguhnya juga dapat dipertautkan dengan
sistem kepercayaan cargo cult. Ketika Belanda dan Indonesia bukanlah
pihak yang diharapkan, rakyat Papua melihat keduanya sebagai bangsa
yang hendak menguasai Papua. Pemikiran ini yang menyebabkan
gerakan anti-Indonesia sangat kuat dan mudah meluas di Papua.
Kebijakan represif pada mas Orde Baru tidak mampu memadamkan
nasionalisme ini, namun justru memperkuatnya. Pada awalnya, OPM
yang menjadi wujud nasionalisme Papua, tetapi kini hadir PDP sebagai
gerakan nasionalisme baru yang mengusung upaya kemerdekaan melalui

jalur politik.

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak juga
memperlihatkan manfaat bagi rakyat Papua, mendorong timbulnya
ketidakpuasan di kalangan rakyat Papua yang memiliki ras Melanesia.
Kegagalan pemerintah memberdayakan dan memberi kemajuan
kesejahteraan bagi masyarakat Papua, serta adanya kebijakan yang

meruntuhkan nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi
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masyarakat Papua, merupakan bagian awal dari timbulnya akar konflik

di Papua.

Wujud nasionalisme sempit pada era orde baru terlihat dari
adanya penilaian di kalangan maasyarakat papua bahwa tidak adanya
prinsip meritokrasi di dalam jajaran Pemerintah Provinsi Papua, dimana
posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah cenderungan
didominasi oleh etnis Papua tertentu saja. Masalah nasionalisme sempit
ini melebar, bila dikaitkan dengan sikap kecurigaan masyarakat Papua
terhadap etnis-etnis pendatang non-Papua. Kondisi ini, ditambah
dengan adanya interaksi yang terkadang tidak harmonis dengan etnis

Papua sehingga makin memperlebar kesenjangan yang terjadi di Papua.

Kegagalan pemberdayaan masyarakat Papua, khususnya
kegagalan pemerintah dalam menjamin bahwa daerah yang kaya akan
menghasilkan masyarakat yang sejahtera, telah menumbuhkan
kesadaran kolektif atas identitas primordial masyarakat Papua.
Masyarakat Papua melihat bahwa pemerintah hanya memerlukan
sumber daya alam Papua belaka. Kondisi ini membuat terjadinya
penguatan dalam memori kolektif masyarakat Papua atas Melanesian
Brotherhood yang secara alamiah sudah ada. Hal demikian pada

akhirnya memperkuat hasrat untuk memisahkan diri dari NKRI.

2. Kesenjangan / Ketimpangan Ekonomi

Sejak masa kolonial Belanda, Papua tidak menikmati kemajuan
ekonomi. Hal ini kembali terjadi setelah berintegrasi dengan Indonesia.
Kekayaan Papua yang berlimpah ruah tidak pernah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakatnya sendiri. Kekayaan alam Papua
dieksploitasi dan diserap ke pemerintah pusat tanpa dikembalikan ke
Papua dalam jumlah yang seharusnya. Kebijakan ekonomi pemerintah

pusat sangat tidak berpihak pada masyarakat asli Papua.

Kebijakan transmigrasi pada masa Orde Baru menambah

kekecewaan ekonomi masyarakat Papua. Hal ini karena kebijakan yang
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diterapkan hanya dirasakan oleh para pendatang di Papua. Penduduk
lokal Papua tetap dalam kondisi yang memprihatinkan dan buta huruf.
Hal ini menyebabkan penduduk asli merasa terasing di wilayahnnya
sendiri. Kebijakan pemanfaatan hutan dalam bentuk Hak Pengelolaan
Hutan (HPH) juga tidak berbeda dengan kebijakan transmigrasi, dimana

penduduk Papua kembali merasakan keterasingan.*

Kebijakan lain terkait dengan keberadaan PT Freeport Indonesia,
yang dinilai mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan dukungan
kekuasaan. Praktek kolusi antara pemerintah baik di tingkat pusat,
daerah propinsi maupun kabupaten, termasuk aparat keamanan dengan
perusahaan-perusahaan raksasa, semakin memancing sentimen negatif
dan kekecewaan masyarakat Papua. Yang lebih mendalam, eksploitasi
yang dilakukan dinilai telah melanggar nilai-nilai adat, hak-hak

masyarakat atas tanahnya.?

Selain itu, gelombang urbanisasi dan datangnya pendatang dari
berbagai daerah akibat kehadiran Freeport menyebabkan tingkat
heterogenitas masyarakat meningkat. Hal ini mendorong tingginya
benturan kebudayaan antara budaya industri modern PT Freeport
Indonesia dengan budaya tradisional penduduk asli Papua yang
menyebabkan terjadinya “culture gap”. Belum lagi kerusakan
lingkungan yang terjadi akibat aktifitas penambangan yang tidak hanya

menimbulkan kerugian material, tetapi juga mental.

Kehadiran PT. Preeport dalam peta konfik di Papua merupakan
bagian tersendiri yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Kekecewaan
terhadap perusahaan asing ini meletup dan akhirnya menjadi alasan
bagi rakyat Papua mendukung OPM. Dan OPM pun berhasil

menggunakan isu ini untuk memperkuat gerakannya. Kini, tuntutan

! Kurang lebih 22 juta hektar atau lebih dari setengah luas Papua dinyatakan sebagai “hutan
produksi”. Sedangkan 13 juta hektar dari luas tersebut sudah dijadikan konsesi kehutanan
yang dibagi-bagikan oleh rezim Soeharto kepada perusahaan-perusahaan berupa pemberian
Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

% Terlanggarnya nilai-nilai adat dan hak masyarakat Papua akibat operasi PT. Free Port
Indonesia tidak hanya menyebabkan hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai spiritual,
melainkan juga harga diri rakyat Papua.
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kontribusi PT Freeport terhadap masyarakat sekitar semakin menguat.
Bahkan, tuntutan negosiasi ulang yang melibatkan masyarakat Papua
menyebabkan pemerintah Indonesia berada dalam dilema yang semakin

dalam.

3. Dinamika Sosial-Budaya

Seperti diungkapkan sebelumnya, kebijakan transmigrasi pada
masa Orde Baru menyebabkan keresahan sosio-kultural yang telah
merubah wajah demografis di Papua. Selama tiga dekade, kebijakan
transmigrasi telah mengundang penduduk yang berasal dari Jawa dan
Bali memasuki Papua, dan kini telah mencapai 15 persen dari total
penduduk Papua. Penduduk pendatang yang pada umumnya lebih tinggi
pendidikannya, kemudian mendominasi sektor-sektor ekonomi
masyarakat, termasuk pasar tenaga kerja di dalam pemerintahan

daerah.®

Kebijakan pemerintah yang sebenarnya juga berlaku umum di
seluruh wilayah Indonesia ini, dipandang masyarakat Papua sebagai
sebuah bentuk intervensi kebudayaan dan dianggap telah menimbulkan
keresahan sosial. Kelalaian pemerintah dalam melakukan pendekatan
sosial di dalam rakyat Papua yang kini telah diramaikan dengan
datangnya pada transmigran, membuat hubungan masyarakat asli

dengan pendatang menjadi tidak harmonis.

Tidak harmonisnya hubungan antara penduduk asli dan
pendatang dapat dilihat dari ditemukannya kasus-kasus perebutan
tanah dan sumber daya alam lain. Bahkan, kini ada kecenderungan yang
mengarah pada terjadinya sikap inferior dan superior yang menyangkut

hubungan dan status sosial.

Selain itu, bagi masyarakat Papua, kebijakan transmigrasi

merupakan upaya pemusnahan etnis. Keseriusan pemerintah mengawasi

® Chris Wilson, “Internal Conflict in Indonesia : Causes, Symptoms and Sustainable
Resolution” diakses dari http://www.aph.gov.au/library/pub/rp/2002/02RP01.htm#irianjaya,
pada 12 November 2006.
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pelaksanaan kebijakan ini, dengan menganaktirikan penduduk asli
dilihat sebagai upaya memusnahkan etnis Papua di masa mendatang.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Institute for Human Rights
Study and Advocacy mengungkapkan bahwa kebijakan transmigrasi yang
diterapkan pemerintah Indonesia menyebabkan krisis identitas bagi
rakyat Papua. Oleh karena itu, rakyat Papua kemudian berpegang pada
identitas etnisitas Melanesia dan agama Kristen, yang pada akhirnya
menjadikan kedua hal tersebut sebagai landasan maupun sarana

mendukung upaya separatisme.

B. Dilema Pemekaran Wilayah dan Otonomi Khusus Propinsi Papua

Pemekaran Wilayah dan Otonomi Khusus hanyalah dua dari dua puluh
produk hukum yang dihasilkan pemerintah untuk mengatur Propinsi Papua
sejak 1963. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan propinsi lainnya. Hal ini
salah satunya berkaitan dengan status Papua sebelum integrasi yang
merupakan wilayah sengketa dengan Belanda yang hingga saat ini masih terus
meninggalkan implikasinya. Persengketaan itu kini berwujud pro dan kontra
terhadap dua kebijakan pemerintah yang meskipun dikeluarkan dalam waktu

yang berdekatan, namun dinilai oleh sebagian pihak bertolak belakang.

Pada dasarnya, Undang-undang Pemekaran Wilayah merupakan usaha
pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan dengan pendistribusian
yang lebih merata. Mengingat luas wilayah dan keadaan geografisnya, Papua
dianggap memerlukan kebijakan ini. Adapun Undang-undang Otonomi Khusus
yang gagasannya muncul di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid
lebih merupakan langkah akomodatif pemerintah terhadap keinginan merdeka
sebagian rakyat Papua yang memang gencar digemakan sejalan dengan arus

reformasi. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan dan fungsi DPRP dan MRP.

Perdebatan pun muncul setelah kebijakan pemekaran wilayah yang
pernah ditolak oleh DPRD Papua, dikeluarkan dari “peti es”’nya dan malah
dipercepat pelaksanaannya melalui Inpres No.1/2003, setelah sebelumnya
pemerintah mengeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus. Pelaksanaan

Otonomi Khusus yang dinilai lamban, dikeluarkannya Inpres yang dianggap
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tergesa-gesa dan inkonstitusional dibalut isu kemerdekaan yang belum surut
menyebabkan timbulnya tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah pusat serta

konflik di dalam Papua sendiri.

1. Pemekaran Wilayah Papua

Gagasan pemekaran wilayah ini sebenarnya sudah dikemukakan
oleh Profesor Selo Sumardjan sejak tahun 1970-an meskipun waktu itu
belum mendapat tanggapan luas. la berpendapat bahwa kondisi sosio-
geografis dan sosio-demografis wilayah Irian Jaya lebih sesuai bila
penanganan pembangunannya lebih diorientasikan “ke bawah”

ketimbang “ke atas™ atau dengan kata lain desentralisasi.

Perlunya pemekaran wilayah Propinsi Papua telah disadari oleh
pemerintah sejak era 1980-an. Pada waktu itu dibentuk tiga Pembantu
Gubernur Wilayah (PGW), vyaitu Wilayah | (Jayapura), Wilayah II
(Manokwari) dan Wilayah 1ll (Merauke). Sedangkan pada tahun 1998,
Gubernur Propinsi Irian Jaya dibantu oleh tiga wakilnya, JRG Djopari,

Herman Monim dan Abraham Oktavianus Atururi.

Wacana ini mulai naik ke tingkat perdebatan nasional pada tahun
1983 dalam sebuah seminar yang diselenggarakan dalam rangka Dies
Natalies Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) XVI di Kampus Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Dalam seminar tersebut muncul dua pendapat
berkenaan dengan isu pemekaran yaitu pemekaran bersifat bottom-up
(dari bawah ke atas) yang dimulai dari Kabupaten dan yang bersifat

top-down (dari atas ke bawah) yang dimulai dari tingkat propinsi.

Isu yang mengundang polemik ini kemudian kembali diangkat
dalam sebuah seminar. Berdasarkan hasil seminar yang
direkomendasikan kepada pemerintah, Menteri Dalam Negeri Soepardjo
Rustam memerintahkan Badan Penelitian dan Pengembangan

Departemen Dalam Negeri untuk melakukan penelitian tentang

* Seminar Nasional yang bertema “Percepatan Pembangunan di Irian Jaya,” diadakan di Hotel
Horison, Jakarta, pada tanggal 12-14 Februari 1984. Seminar ini diadakan oleh Persatuan
Wartawan Indonesia.
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kemungkinan pemekaran wilayah Propinsi Irian Jaya. Setelah dilakukan
penelitian selama 6 bulan, hasilnya kemudian dilaporkan kepada
Presiden Soeharto dengan rekomendasi apabila kondisi perekonomian
negara memungkinkan serta sumber daya manusia mencukupi, maka
pemekaran wilayah dapat dilakukan. Pemekaran dapat dimulai dengan
membentuk 3 propinsi dan selanjutnya menjadi 6 propinsi sesuai

dengan jumlah karesidenan pada masa pemerintahan Belanda di sana.

Pada tahun 1999, Gubernur Propinsi Irian Jaya Freddy Numbery
berdasarkan hasil penelitian termutakhir mengusulkan pelaksanaan
pemekaran yang ditanggapi dengan dikeluarkannya Undang-undang
N0.45/1999. Pro dan kontra langsung membanjiri media nasional dan
mulai mereda setelah Presiden BJ Habibie melalui Menteri Dalam
Negeri Syarwan Hamid menyatakan pengunduran waktu pelaksanaan
setelah Pemilu. Polemik pemekaran wilayah pada tahun itu ditutup
dengan dikeluarkannya SK Nomor 11/DPRD/1999 tertanggal 16 Oktober
1999 oleh DPRD Propinsi Papua yang isinya menolak pemekaran
tersebut atas desakan rakyat Papua. DPRD juga meminta agar Surat
Keputusan Nomor 327/M/1999 tentang pengangkatan Pejabat Gubernur
Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah segera dihapuskan. Pemerintah
Pusat akhirnya melalui Mendagri Surjadi Sudirja menunda pelaksanaan
pemekaran hingga saat yang kondusif mengingat kondisi sosial politik

saat itu.

Saat ini, isu pemekaran wilayah Propinsi Papua kembali mencuat
ke permukaan setelah pemerintah melalui Inpres No.1/2003, tertanggal
27 Februari 2003.° Inpres tentang “Percepatan Pelaksanaan Undang-
Undang No0.45/1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong” ini mendapat sambutan
hangat dari berbagai pihak yang mendukung dan kritikan keras dari

berbagai kalangan yang menolak gagasan ini.

® pada tanggal 27 Agustus 2003 Inpres ini dinyatakan ditunda oleh pemerintah melalui Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono setelah rapat koordinasi
di kantornya.
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Keadaan semakin memanas dengan terjadinya bentrokan antara
massa pendukung dan anti pemekaran di Timika setelah
dideklarasikannya Propinsi Irian Jaya Tengah pada 23 Agustus 2003. Hal
ini jJauh berbeda dengan pendeklarasian Irian Jaya Barat yang telah
dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, yaitu pada 6 Februari 2003 di
Manokwari oleh Abraham Oktavianus Atururi. Peresmian yang diiringi
dengan konvoi sekitar 15.000 orang ini tidak menyebabkan gejolak
dalam masyarakatnya dan bahkan didukung oleh pemimpin-pemimpin

adat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang
mendukung gagasan yang sempat tertunda itu. Tujuan utama dari
pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah 4K
(Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan dan Kesehatan) yang masih
menjadi masalah utama di Propinsi Papua, dengan begitu
kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat terwujud. Tujuan ini bisa
tercapai karena pemekaran wilayah lebih sesuai dengan kondisi Papua
baik ditinjau dari aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-

budaya, maupun pertahanan keamanan.

Luas wilayah Propinsi Papua yang empat kali Pulau Jawa serta
masih banyaknya daerah vyang terisolir menjadikan jangkauan
pemerintah daerah relatif lebih sukar. Rantai pemerintahan yang
terlalu panjang inilah yang dinilai tidak efektif dan efisien sehingga
kontrol dan distribusi pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Diharapkan pemekaran wilayah ini dapat memberikan porsi yang lebih

besar lagi bagi masyarakat Papua untuk mengatur daerahnya.

Adapun alasan yang menolak gagasan pemekaran bersandar pada
kekhawatiran akan terjadinya perpecahan atau konflik lateral antar
rakyat Papua. Dengan dibagi-baginya papua menjadi 3 wilayah maka
ikatan solidaritas atau identitas sebagai sebuah komunitas akan runtuh.
Padahal identitas sebagai kesatuan inilah yang ingin dibangun oleh
Undang-undang No0.21/2001, sebab melalui Undang-undang Otonomi

Khusus ini rakyat Papua diakui eksistensinya sebagai sebuah entitas
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yang berdaulat ke dalam. Selain itu, *“persaingan ekonomi” yang
tercipta dari pembagian wilayah ini juga ditakutkan akan menambah

kerawanan.

Selain itu, ada kecurigaan bahwa pemekaran hanya akan
berujung pada pembagian kue ekonomi dan kekuasaan di tingkat elit
daerah. Pemekaran tidak akan mewujudkan pemerintahan yang lebih
baik sebab orang-orang yang akan menjabat tidak berbeda dengan
masa-masa sebelumnya: para pejabat bentukan Orde Baru dengan
mental KKN, tidak berpihak pada rakyat dan hanya mencari peluang
untuk kepentingan pribadi. Sehingga pemekaran wilayah bukanlah
jawaban yang tepat atas masalah kesejahteraan rakyat Papua karena

yang menjadi akar permasalahan adalah mental pejabat daerah.

Inpres ini juga menyisakan satu lagi ganjalan yaitu masalah nama
Papua yang kembali menjadi Irian karena terbagi menjadi 3 propinsi:
Irian Barat, Tengah dan Timur. Padahal dalam Undang-undang Otonomi
Khusus jelas disebutkan “Otonomi Khusus Papua”. Penamaan ini
merupakan hal yang penting karena erat kaitannya dengan aspirasi
rakyat Papua. Setelah pada tahun 1973 nama Irian Barat diganti dengan

Irian Jaya oleh Presiden Soeharto dari Tembagapura.®

2. Otonomi Khusus Papua

Dalam masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid muncul
gagasan otonomi khusus bagi Papua, yaitu setelah pelaksanaan KRP Il di
bulan Juni 2000. Meskipun belum dalam bentuk undang-undang, ide ini
awalnya mendapat resistensi dari rakyat yang pro kemerdekaan karena
yang mereka inginkan adalah kemerdekaan, bukan otonomi khusus.’
Baru setelah pemerintahan Presiden Megawati, Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua dikeluarkan, yaitu pada 21 November 2001.

® Tepat pada hari itu Presiden Soeharto meresmikan beroperasinya PT Freeport Indonesia.

" Sebagian pemimpin masyarakat Papua berencana untuk memanfaatkan Undang-undang ini
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil terus memperjuangkan upaya untuk
menentukan nasib sendiri. Otonomi Khusus lebih dipandang sebagai batu loncatan ketimbang
alternatif bagi kemerdekaan.
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Undang-Undang ini memuat “kewenangan khusus yang diakui dan
diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua” (Bab I, Pasal
[, Butir b).

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Propinsi
Papua sebagai badan eksekutif didampingi oleh DPRP sebagai badan
legislatif. Sedangkan MRP adalah “representasi kultural orang asli
Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan
hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan
terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan

kerukunan hidup beragama...” (Bab I, Pasal I, Butir g).

Undang-undang Otonomi Khusus kini mengalami beberapa
hambatan saat akan dilaksanakan, di mana hingga Agustus 2003
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pemilihan anggota
MRP belum juga dikeluarkan pemerintah. Meskipun sesungguhnya sejak
Juli 2002 Pemerintah Propinsi Papua telah mengajukan rancangannya

pada Menteri Dalam Negeri.®

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno April
2003 lalu mengatakan bahwa pihaknya tengah menggodok PP tersebut.
la mengingatkan bahwa MRP merupakan badan yang amat penting
dalam pelaksanaan Otonomi Khusus namun Otonomi Khusus bukan
semata-mata hanya soal MRP saja. MRP pada prinsipnya tidak boleh
menjadi superbody dan merupakan sebuah representasi kultural rakyat

Papua bukan representasi politik.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga menolak tuduhan
pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Undang-
undang No0.21/2001, sebab pemerintah telah mengucurkan dana

sebesar Rp.1,38 triliun untuk tahun anggaran 2002 lalu. Namun

® Hal ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakkonsistenan pemerintah sebab dalam
Bab XXIII pasal 72 ayat 2 disebutkan bahwa “Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usulan
diterima.”
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ternyata dana tersebut belum dapat mencapai sasaran karena belum
terbentuknya DPRP dan MRP yang seharusnya ikut menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Gubernur.®

Sedangkan dana Otonomi Khusus sebesar Rp.1,55 triliun yang
dianggarkan untuk tahun 2003 hingga Agustus 2003 ini baru turun 15
persen. Padahal Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
mengatakan dana tersebut dikucurkan per triwulan. Itu artinya
memasuki triwulan ketiga dana yang diberikan seharusnya sudah
mencapai 75 persen. Hal ini sangat menghambat pembangunan di
Papua sehingga kondisi sosial, kesehatan dan pendidikan menurun

justru di era Otonomi Khusus.

Stagnansi dalam implementasi Undang-undang Otonomi Khusus
ini, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi dana menyebabkan
sejumlah kecurigaan pada pemerintah untuk sengaja menggagalkan
Otonomi Khusus karena khawatir akan mengarah pada kemerdekaan
Papua. Kecurigaan lainnya muncul sehubungan dengan dikeluarkannya
Inpres No.1/2003 tentang Pemekaran Wilayah yang terkesan tumpang
tindih dengan Undang-undang No0.21/2001.

C. Gerakan Separatis Bersenjata (GSP)

Gerakan kemerdekaan Papua erat kaitannya dengan sejarah
berintegrasinya wilayah yang tadinya merupakan sengketa antara Indonesia-
Belanda ini ke dalam NKRI pada 1969. Pada tahun inilah diadakan PEPERA yang
idealnya merupakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua. Dengan
persetujuan PBB, maka sistem yang diterapkan dalam penentuan ini adalah
melalui perwakilan yang dibentuk di 8 kabupaten yang kemudian membentuk

sebuah Dewan Perwakilan.

Namun sebenarnya benih-benih gerakan ini telah ditanam oleh

pemerintah kolonial Belanda sebelum pelaksanaan PEPERA, vyaitu ketika

° Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Propinsi Papua, Jacobus Pervedya Solossa, “Kalau
belum bisa dinikmati masyarakat Papua itu bisa saja terjadi. Karena tanpa MRP maka
semuanya harus dikerjakan pemerintah propinsi sendiri.” (Kompas, 15 Maret 2003)
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Belanda berusaha menjadikan wilayah yang dinamainya Nederlands Niew
Guinea ini menjadi sebuah negara sendiri. Keinginan ini diwujudkan dengan
dibentuknya Dewan Papua (Niew Guinea Raad) yang kemudian disahkan
pemerintah kolonial. Selanjutnya, Komite Nasional yang beranggotakan 21
orang mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua lainnya dan
menghasilkan lagu kebangsaan, nama bangsa, nama negara serta bendera
Bintang Kejora yang setelah mendapat persetujuan Belanda, dikibarkan pada
1 Desember 1961.

Setelah pelaksanaan PEPERA yang hasilnya disahkan oleh PBB melalui
Resolusi Majelis Umum No0.2504, gejolak-gejolak pemisahan diri diredam
melalui serangkaian operasi yang bertujuan menciptakan kestabilan keamanan
di wilayah tersebut. Mulai dari Operasi Sadar, Operasi Baratayudha, Operasi

Wibawa, Operasi Pamungkas hingga Operasi Teritorial.

Pasca Orde Baru, bermunculan berbagai LSM atau organisasi, baik di
Jakarta maupun di Irian Jaya yang mengusung isu kemerdekaan Papua.
Kegiatan mereka adalah melakukan unjuk rasa di kantor-kantor pemerintahan
dan Kedubes Asing di Jakarta, menyuarakan pelanggaran HAM selama masa
Daerah Operasi Militer (DOM), ketidakadilan, keterbelakangan, lingkungan

hidup, dan lain-lain.

Selanjutnya, LSM-LSM dan organisasi yang baru terbentuk tersebut di
bawah koordinasi kelompok intelektual dan birokrat putra daerah asli Irian
Jaya membentuk sebuah Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI).
Forum ini menawarkan pada Presiden Habibie untuk mengadakan dialog
dengan 117 orang tokoh masyarakat Irian Jaya guna mencari jalan keluar yang
terbaik bagi wilayah tersebut. Dalam dialog yang dilaksanakan di Istana
Negara, Jakarta pada 26 Februari 1999 itu, tokoh-tokoh Irian Jaya atas nama

rakyat Irian Jaya menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Dalam masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, gerakan yang
menuntut kemerdekaan Papua mendapatkan peluang untuk konsolidasi dan
sosialisasi ide-ide kemerdekaan. Setelah pergantian nama menjadi Papua atas

izin yang diberikan Presiden Abdurahman Wahid, Papua mengalami berbagai
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dinamika yang berkaitan dengan separatisme, termasuk dua tonggak sejarah
penting dalam gerakan kemerdekaan Papua yaitu Musyawarah Besar (Mubes)

Rakyat Papua dan Kongres Rakyat Papua (KRP) II.

Sebuah pertemuan yang dinamakan Mubes Rakyat Papua dilaksanakan
pada 23-27 Februari 2000 di Sentani, Jayapura.’® Pertemuan yang dihadiri
oleh 300 peserta dari 14 kabupaten dan kota ini menghasilkan sebuah
Komunike Politik Papua yang pada intinya menyatakan kehendak Papua untuk
merdeka dan lepas dari NKRI. Mubes juga membentuk sebuah PDP yang

diketuai oleh Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal.

Pada 1 Mei 2000 diadakan Peringatan Peristiwva 1 Mei di berbagai
daerah Papua, seperti Jayapura, Manokwari, Wamena, Sorong, Merauke, dan
Biak. Dalam sambutannya Theys mengatakan bahwa pada 1 Mei 1963
merupakan awal terjadinya pelanggaran HAM bangsa Papua oleh Belanda,
Indonesia dan PBB karena dalam penentuan status politiknya rakyat Papua
tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Peringatan ini secara umum berjalan
dengan damai dan diisi dengan kegiatan berupa kebaktian/ibadah syukur dan

pawai keliling kota.

Melihat Peringatan Peristiwa 1 Mei yang berjalan dengan lancar dan
aman, Kapolda Irian Jaya Brigjen. (Pol) S. Y. Wenas menyatakan akan
memberi izin bagi penyelenggaraan KRP Il 2000. Pada 29 Mei 2000 KRP I
dibuka oleh Ketua PDP Theys Hiyo Eluay.* Pada 4 Juni 2000, KRP I
menghasilkan sebuah resolusi yang kembali menegaskan keinginan rakyat
Papua untuk merdeka dan bahwasanya berdasarkan kajian sejarah, Bangsa
Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 yaitu saat pengibaran bendera

Bintang Kejora pertama kalinya.

Menanggapi hasil KRP, Ketua DPR-RI Akbar Tandjung mendesak Presiden
Abdurrahman Wahid untuk tidak segan-segan mengambil langkah tegas demi
keutuhan NKRI terhadap KRP yang menyatakan Papua telah merdeka. Presiden

kemudian menyatakan kekecewaannya terhadap KRP yang tidak benar-benar

10 Agenda utama pertemuan adalah: (a) Pelurusan sejarah Papua, (b) Evaluasi perjuangan
Papua dan strateginya ke depan, (c) Konsolidasi komponen Papua.

1 Kongres ini dihadiri oleh 25 ribu peserta yang terdiri atas perwakilan rakyat Papua dari
seluruh kabupaten, perantauan di luar negeri dan undangan.
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merepresentasikan rakyat Papua karena tidak menghadirkan masyarakat yang
pro-integrasi dan malah dihadiri oleh orang-orang asing. Karenanya

pemerintah menyatakan tidak mengakui hasil kongres tersebut.

Ekspresi aspirasi kemerdekaan semakin nyata dengan pengibaran
bendera Bintang Kejora sejajar dengan Bendera Merah Putih di beberapa
daerah di Papua seperti Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari dan Sorong pada
1 Juli 2000. Meskipun pengibaran bendera Bintang Kejora pada hari itu
berjalan dengan aman, tetapi bentrokan fisik antara pihak polisi dan

pendukung kemerdekaan selanjutnya tidak dapat dielakkan.

Salah satu insiden terbesar pada tahun 2000 terjadi di Wamena.*® Aksi
penurunan bendera sebenarnya telah dilakukan oleh aparat kepolisian
beberapa waktu sebelumnya, seperti di Sorong dan Manokwari. Namun baru
pada 3 September 2000, Kapolda Irian Jaya secara tegas menyatakan batas

waktu pengibaran bendera Bintang Kejora hingga 19 September 2000.

Akhirnya pada 9 November 2000 dihasilkan sebuah kesepakatan
bersama antara Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Propinsi Papua
dengan PDP bahwa mulai 1 Desember bendera Bintang Kejora yang berkibar di
5 Kabupaten (Jayapura, Yapen Waropen, Merauke, Puncak Jaya dan
Manokwari) hanya diperbolehkan berkibar satu yakni di rumah Ketua Lembaga
Masyarakat Adat (LMA), sedangkan di sembilan kabupaten lainnya tidak
dikibarkan. Pada kenyataannya pengibaran bendera setelah Peringatan 39
Tahun Kemerdekaan Papua 1 Desember 2000 masih terus berlanjut dan

menimbulkan ketegangan-ketegangan.

Sebelumnya, pada tanggal 29 November 2000, dua tokoh utama PDP
yaitu Theys Hiyo Eluay dan Thaha Alhamid resmi ditahan oleh kepolisian
dengan tuduhan perencanaan makar. Setahun kemudian, pada tanggal 10
November 2001 Theys yang merupakan tokoh kharismatik Papua ditemukan

tidak bernyawa di luar kota Jayapura setelah menghadiri upacara peringatan

12 pada hari itu, aparat Brimob dari Polres Wamena dengan bantuan TNI menurunkan bendera
Bintang Kejora di sejumlah tempat yang memancing kerusuhan yang mengakibatkan 34 orang
meninggal, 88 orang luka-luka dan sejumlah orang lainnya ditangkap dan ditahan.
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Hari Pahlawan di markas Kopassus Satgas Tribuwana X, di Hamadi, Jayapura.

Kejadian ini sempat memancing emosi rakyat Papua.

Setelah melalui serangkaian proses penyidikan dan peradilan, pada 21
April 2003, 7 orang anggota Kopassus Satgas Tribuwana X yang didakwa
sebagai pelaku dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 3,5 tahun dan

sebagian diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

D. Faktor Internasional

Isu Papua yang kembali mengemuka dalam beberapa tahun terakhir
secara tak terhindarka telah menarik perhatian internasional. Seiring dengan
mengemukanya isu demokratisasi, HAM dan lingkungan di dunia internasional,
isu Papua telah mengemuka khususnya pada beberapa negara yang memiliki
perhatian serius terhadap perkembangan Papua. Mengemukanya isu Papua di
dunia internasional tidak lepas dari kampanye KSP yang didukung oleh LSM

nasional dan internasional.

Terdapat beberapa negara yang kini memiliki perhatian serius pada isu
Papua, baik pada tingkat pemerintah, parlemen maupun pada tingkat
masyarakat, seperti LSM. Fokus kampanye KSP adalah di Amerika Serikat,
kawasan Eropa, Australia dan kawasan Pasifik. Di Amerika Serikat yang
bersimpati pada KSP, antara lain adalah adalah The Center for Preventive

Action (CPA) yang berada di bawah The Council on Foreign Relations (CFR).

Pada September 2002 lalu, CPA telah membentuk Task Force tentang
Papua di bawah pimpinan Laksamana (Purn) Dennis Blair, mantan Panglima
Komando Pasifik Amerika Serikat. Tujuan dari Task Force ini adalah untuk
membuat rekomendasi kebijakan Amerika Serikat terhadap Papua kepada

pemerintah federal dan Kongres.

Pemerintah Amerika Serikat turut memberikan perhatian khusus
terhadap isu Papua, khususnya setelah terjadi penembakan yang menewaskan

dua warga negara Amerika Serikat pada 31 Agustus 2002 di Timika.® Kongres

3 Kedua warga negara Amerika Serikat tersebut adalah Edwin Leon Burgon dan Ricky Lynn
Spier. Keduanya bekerja di PT Freeport Indonesia.
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Amerika Serikat juga serupa, antara lain dengan mengaitkan isu Papua dengan
kerjasama pertahanan dalam bentuk International Military Education Training
(IMET).

KSP juga berupaya untuk meraih dukungan dari negara-negara anggota
PBB. Hal ini terlihat dari upaya KSP untuk membuka kantor perwakilan dalam
bentuk “Pusat Pelayanan Informasi”” di Markas Besar PBB, New York. Meskipun
belum berhasil, KSP yang didukung oleh LSM-LSM internasional tetap berupaya
melobi Sekretariat Jenderal PBB agar diizinkan membuka “Pusat Pelayanan

Informasi” tersebut.

Kawasan Eropa turut menjadi sasaran kampanye KSP. Pada Parlemen
Eropa, KSP telah mampu mempengaruhi beberapa anggota Parlemen Eropa
secara pribadi, Sehingga keluarlah Resolusi Parlemen Eropa tentang Aceh,
Maluku dan Papua pada 2 Mei 2002 yang memuat desakan Parlemen Eropa
agar ada solusi damai dalam masalah Papua serta imbauan kepada Indonesia
agar mengundang ““special repporteurs” atau fact finding team dari PBB untuk

menyelidiki masalah Papua.

Pada tahun 2003, Parlemen Eropa kembali mengeluarkan Resolusi
tentang Papua. Resolusi itu menyatakan bahwa Parlemen Eropa dan
masyarakat internasional hanya mendukung otonomi khusus dalam kerangka
NKRI. Menurut Resolusi tersebut, hanya dalam kerangka otonomi khusus itulah
masyarakat Papua diberi kesempatan luas mengatur kesejahteraan hidup.
Selain itu, Resolusi Parlemen Eropa juga menolak pemekaran Papua menjadi

tiga propinsi melalui Undang-undang No.45/1999 dan Inpres No.1/2003.

KSP kini berupaya melobi Uni Eropa agar masalah Papua dimasukkan ke
dalam agenda Uni Eropa. Selain itu, KSP juga ingin mendirikan *“Kantor
Informasi Papua” di Markas Uni Eropa, Brussel. Uni Eropa selama ini memang
telah memberikan perhatian serius kepada Papua, karena negara-negara Uni
Eropa memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu demokratisasi, HAM dan

lingkungan.

Di Belanda, lobi KSP terus intensif dilakukan. Seperti diketahui, di

Belanda terdapat komunitas Papua, baik yang turut meninggalkan Papua
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bersama Belanda di tahun 1962 maupun yang mencari suaka di Belanda.
Seperti halnya kelompok RMS, KSP terus berjuang untuk memisahkan diri dari

NKRI melalui berbagai jalur.

Salah satu kelompok yang digalang oleh KSP adalah melalui kalangan
akademisi Belanda. Salah seorang akademisi Belanda yang mempunyai
perhatian serius terhadap Papua adalah Prof. P.J. Drooglever yang akhir tahun
2002 mengajukan rencana penelitian tentang Act of Free Choice Papua
kepada pemerintah Indonesia. Melalui penelitian ini, Prof.P.J. Drooglever

ingin menguji keabsahan PEPERA 1969 yang dilaksanakan di Irian Barat.

Kampanye KSP menjangkau pula Australia sebagai kawasan terdekat
dengan wilayah Papua. Intensitas KSP di Australia lebih tinggi frekuensinya
dibandingkan dengan di kawasan lain di dunia. Hal ini disebabkan oleh
proksimitas geografis, karena banyak pelarian KSP yang bermukim di Australia
serta adanya dukungan dari LSM-LSM dan akademisi-akademisi Australia
tertentu. Selain itu, Australia sendiri baik pada tataran pemerintahan dan
parlemen maupun tataran publik, memiliki perhatian tersendiri terhadap
Papua sejak wilayah itu masih dipersengketakan antara Indonesia dan

Belanda.

Beberapa LSM Australia dikenal dekat dengan KSP, di mana salah satu
yang menonjol adalah Australian People, Health, Education and Development
Aid (APHEDA) yang terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap
perjuangan KSP. APHEDA merupakan anggota Australian Center For Overseas
Aid (ACFOA) dengan aktivitas pokok pada perlindungan hak buruh, HAM,
kemanusiaan dan pembangunan dan didukung oleh para tokoh Australia,
khususnya anggota Parlemen. APHEDA mendapat donasi dana dari Australian
Aid (AUSAID), organisasi pemerintah yang berada di bawah naungan
Department for Foreign Affair and Trade (DFAT).

Dukungan bagi KSP juga datang dari aktivis Australian Labour Party
(ALP). Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dukungan
kemerdekaan Papua antara Presiden ALP Greg Sword, dengan perwakilan KSP

di Australia, Jacob Rumbiak pada Oktober 2000 di Melbourne. Greg Sword juga
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merangkap sebagai Wakil Presiden Australian Council of Trades Union (ACTU),

organisasi buruh terbesar Australia.

Dukungan terhadap KSP juga datang dari berbagai kampus di Australia,
seperti Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australian National
University, Sidney University dan Queensland University of Technology. Salah
satu bentuk dukungan dari para akademisi tersebut adalah menyediakan
kampus mereka sebagai wahana bagi KSP untuk mengkampanyekan ide

pemisahan diri Papua dari NKRI.

Kalangan pemerintah dan parlemen Australia juga terus konsisten
menunjukkan perhatian serius terhadap Papua. Australia dicurigai oleh
Indonesia memberikan dukungan diam-diam pada KSP, yang ditandai dengan
pemberian bantuan dana dari AUSAID kepada LSM-LSM Australia yang terkait
dengan KSP. Selain itu, beredar rumor tentang pembentukan Task Force
tentang Papua yang dipimpin oleh Jenderal Peter Cosgrove, Chief of Defence
Force (CDF), beranggotakan tujuh orang ahli bidang politik, ekonomi, militer
dan misi perdamaian, bertugas untuk mengkaji permasalahan prospek
pemisahan diri Papua dari NKRI. Rumor ini berasal dari informasi kunjungan

Dr. Bilver Singh, ilmuwan politik Singapura ke Papua.

Perdana Menteri John Howard telah berulang kali menegaskan
dukungannya atas keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan Rl atas Papua. Salah
satu bentuk nyata atas pernyataan dukungan tersebut diwujudkan Australia
dalam pertemuan-pertemuan Pasific Islands Forum (PIF) dan SouthWest
Pasific Dialogue (SWPD), di mana Australia menolak keinginan segelintir
negara Pasifik seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu untuk membahas isu Papua.
Seperti diketahui, KSP gencar melancarkan kampanye guna mencari dukungan

dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya.

Dukungan Vanuatu terhadap KSP diwujudkan dalam bentuk pembukaan
“Kantor Rakyat Papua™ di Port Villa, Vanuatu pada 26 Maret 2003. Negara-
negara Pasifik lain yang menyediakan wilayahnya bagi pembukaan ““Kantor
Rakyat Papua” adalah Nauru dan Tuvalu. Pada awal tahun 2003, Nauru

memberikan izin bagi pembukaan “Kantor Rakyat Papua” di wilayahnya.
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Begitu juga dengan Tuvalu, awal tahun 2003 memberikan kesempatan kepada

KSP untuk membuka kantor di sana.

Jaringan lain yang digunakan oleh KSP dalam kampanyenya di dunia
internasional adalah jaringan gereja. Seperti diketahui, dalam KSP terdapat
beberapa individu yang berlatar belakang tokoh gereja. Melalui individu-
individu ini, KSP melakukan penggalangan terhadap jaringan gereja
internasional, khususnya yang berada di Amerika, Eropa dan Australia. Isu
Papua kini telah menjadi agenda jaringan gereja di ketiga kawasan tersebut,

khususnya terkait dengan isu HAM.

Negara-negara lain yang juga berkepentingan dengan Papua, antara
lain Rusia, India dan Cina. Tetapi berbeda dengan negara-negara yang telah di
kawasan Amerika, Eropa dan Australia, ketiga negara ini memiliki kepentingan
yang agak berbeda di Papua. Meskipun demikian, bukan berarti ketiga negara

tersebut tidak ingin meluaskan pengaruhnya hingga ke Papua.

Rusia melalui Russian Aviation and Space Agency (RASA) telah
mengajukan tawaran kerjasama kepada Lembaga Antariksa dan Penerbangan
Nasional (LAPAN) untuk menggunakan Bandar Udara Frans Kasiepo, Biak
sebagai pangkalan bagi air launching roket Polyot milik Rusia. Sedangkan pada
pelaksanaannya, kegiatan peluncuran roket dilakukan oleh perusahaan Rusia,
Air Launch Aerospace Corporation (ALAC) dengan pihak swasta Indonesia.
Sejauh ini, tawaran kerjasama Rusia-Indonesia dalam bidang antariksa masih
belum disepakati secara resmi karena masih terus dibahas kelayakannya oleh

Indonesia.

Sementara itu, India telah melangkah lebih maju dalam kerjasama
antariksa dengan Indonesia. Melalui Indian Space Research Organisation
(ISRO), India menjalin kerjasama antariksa dengan Indonesia yang diwakili
oleh LAPAN. Bentuk kerjasama ISRO-LAPAN tersebut adalah pembangunan
Stasiun Bumi Tracking Telemetry & Command (TCC) ISRO-LAPAN di Biak yang
kini telah berfungsi. Di Stasiun Bumi ini, selain diawaki oleh teknisi LAPAN

juga diawaki oleh teknisi ISRO.

TERBATAS



TERBATAS
36

Sejauh ini, aktivitas yang dilakukan di Stasiun Bumi TCC ISRO-LAPAN
Biak antara lain adalah mendukung pengendalian operasi satelit-satelit India.
Terakhir pada 8 Mei 2003 lalu, stasiun ini menjadi salah satu dari empat
stasiun pengendali peluncuran satelit GSAT-2 milik India, di mana proses
separasi satelit dan roket peluncurnya berada di atas cakupan Stasiun Bumi
Biak.

Cina berkepentingan dengan Papua karena ketergantungan Cina
terhadap pasokan energi dari luar negeri sangatlah besar. Meskipun dalam
tender di Cina dalam rangka pengadaan LNG ke Guandong, ladang gas
Tangguh di Teluk Bintuni, Papua dikalahkan oleh kompetitornya dari Australia,
namun Cina tetap berminat untuk menggunakan ladang gas Tangguh sebagai
pemasok sekundernya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ladang gas
Tangguh memasarkan produknya ke Fujian, salah satu kawasan industri
lainnya di Cina.
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BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN AKTOR KONFLIK

A. Aktor Konflik Papua

Wacana kemerdekaan terus dikumandangkan oleh pendukung
pemisahan Papua dari NKRI. Dengan wacana tersebut semakin meningkat
dengan kehadiran PDP dalam dinamika politik di Papua. Dengan demikian, Kini
elaborasi tentang konflik Papua tidak dapat dilepaskan dari pemahaman
mengenai sejarah dan liku-liku pergerakan OPM dan PDP, serta kebijakan
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi wacana kemerdekaan dan kedua
organisasi tersebut. Pemahaman tentang kebijakan Pemerintah menyangkut
segala aspek kehidupan di Papua sangat penting, bila ingin menemukan akar

konflik di Papua.

1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Beberapa kalangan menilai benih dari OPM berasal dari gerakan
perlawanan suku Amungme di Abepura terhadap pemerintah pusat
karena mengizinkan PT. Freeport Indonesia melakukan eksplorasi dan
eksploitasi di Papua. Gerakan perlawanan dinamakan cargo cult, yang
berarti misi suci berlandaskan nilai keagamaan untuk membangkitkan
kejayaan masa lampau. Cargo cult merupakan semacam sistem
kepercayaan akan datangnya “Ratu Adil”, yang sebagian besar diyakini
sebagai perwujudan kepulangan nenek moyang setelah merantau.
Kedatangan “nenek moyang” tersebut sangat dipercayai akan

membawa kemakmuran dan keadilan bagi warga Papua.

Yang menjadi masalah, kepercayaan ini tidak dipahami oleh para
pendatang di Papua, baik bangsa Belanda, Jepang maupun Indonesia.
Bagi masyarakat Papua, bangsa luar ini pada awalnya dikira sebagai
“nenek moyang’ yang berpulang sehingga diterima dengan gegap
gempita, dengan harapan kemakmuran akan datang bagi masyarakat

Papua. Namun, dalam prosesnya, ketika para pendatang bukanlah

TERBATAS



TERBATAS
38

seperti yang dibayangkan, masyarakat Papua merasakan kekecewaan
yang mendalam, yang berulang-ulang seiring kedatangan bangsa-bangsa
tersebut secara bergantian. Kekecewaan, bahkan keputusasaan
tersebut, menyebabkan masyarakat kembali ke dalam hutan atau
pegunungan untuk mengembara, sembari menunggu “nenek moyang”
yang asli. Menurut beberapa kalangan, dalam pengembaraannya, juga
disertai dengan sikap apatis bila memasuki wilayah-wilayah perkotaan,

yang notabene banyak didiami para pendatang.

Kepercayaan di satu sisi, kekecewaan di sisi lainnya, kemudian
menyebabkan kedua perasaan tersebut bercampur dan berevolusi,
terutama sejalan dengan semakin derasnya para pendatang modern,
yang dalam konteks ini adalah Pemerintah Indonesia dan Multinational
Corporation (MNC) yang beroperasi di Papua. Tidak hanya itu, evolusi
perasaan kekecewaan dan keyakinan tersebut, pada akhirnya
berkembang lebih lanjut. Tidak lagi hanya menarik diri ke hutan atau

pegunungan, tetapi berkembang menjadi menarik diri dari ikatan NKRI.

Pertadan awal dari kelahiran OPM sendiri adalah serangan
sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751
(Brawijaya) di Manokwari pada tanggal 26 Juli 1965.' Gerakan ini
dipimpin oleh Sersan Mayor Parmenas Ferry Awon, yang merupakan
bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (PVK atau Papoea
Vrijwilligers Korp) bentukan Belanda. Penyerangan ini dipicu oleh
penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak
yang hendak dimobilisasi. Alasan lainnya adalah karena terjadi
penahanan terhadap orang-orang Arfak oleh penguasa setempat karena

mendesak bantuan pangan dengan cukup keras.

Pemberontakan OPM ini kemudian meluas ke sejumlah
Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak,

Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya, dan Jayapura. AKsi

! George Junus Aditjondro, dalam bukunya Cahaya Bintang Kejora : Papua dalam Kajian
Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia (Jakarta : Elsham, 2000), menyebutkan
bahwa penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli 1965.
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pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan
menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera
Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamphlet, serta berbagai
aksi perusakan.? Aksi-aksi ini menyebabkan tingginya perlintasan di

wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.

Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang menjadi
sebuah organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI. OPM
berevolusi menjadi sebuah gerakan separatis yang sedikit lebih
terorganisir, walaupun sesungguhnya OPM cenderung bersifat sporadis
dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan

organisasi tersebut.

Pada awalnya, OPM dikenal dengan nama “Organisasi dan
Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua” yang dipimpin Terianus
Aronggear. Struktur organisasi OPM cukup terorganisir, yang terlihat
dari keberadaan susunan kepengurusan, seperti pengurus inti, logistik,
panglima perang, komandan sektor militer I-IV serta kepala kepolisian
yang berasal dari Pasukan Sukarelawan Papua, yang diberhentikan oleh
UNTEA.? Selanjutnya, OPM berganti nama, beserta kepengurusannya.
Pergantian nama ini timbul setelah terjadinya pemberontakan Kebar
dan Arfai yang meletus pada akhir Juli 1965. Sedangkan, pergantian
kepengurusan terlihat dari jenis-jenis kegiatan yang kemudian

dilaksanakan oleh anggota-anggota OPM.

Dalam mencapai tujuannya, yakni kemerdekaan Papua, kegiatan
OPM dibagi atas kegiatan politik dan militer. Kegiatan politik dilakukan
di dalam maupun di luar negeri, namun bila dibandingkan dengan
gerakan separatis lainnya, kegiatan politik OPM di dalam tidaklah
seefektif kegiatan di luar negeri. Hal ini karena pengawasan secara
terus-menerus dari pihak militer dan intelijen menyulitkan

tokoh/anggota di dalam negeri untuk bebas melakukannya. Untuk

2 John RG Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, (Jakarta : PT. Grasindo, 1993),
hal. 1-2.

® Decki Natalis Pigay BIK, Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua, (Jakarta :
PT Pusaka Sinar Harapan, 2000), hal. 286.
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kegiatan militer, OPM bergerak di bawah komando Tentara Nasional
Papua (TNP) yang dibantu oleh Papua Intelligence Service (PIS), yang
bertugas melaksanakan kegiatan memata-matai para pendatang,

kegiatan tentara dan pejabat setempat.

Pada setiap bentuk kegiatannya, OPM berkeinginan menjadikan
Papua menjadi sebuah negara merdeka dengan Presiden atau Perdana
Menteri sebagai kepala pemerintahannya. OPM menginginkan Papua
menjadi negara sebesar PNG atau paling seperti negara-negara di
kawasan Pasifik Selatan yang memiliki kesamaan ras dengan Papua,
yaitu ras Melanesia. Tampaknya keingingan tersebut dilandasi atas
penilaian terhadap negara Fiji yang merupakan negara kecil tetapi

mampu menjadi negara merdeka.

Dalam pandangan dan kepercayaan OPM, Papua telah menjadi
wilayah merdeka sejak dilepaskan dari Belanda pada tahun 1962.
Penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia merupakan mekanisme
yang tidak sah, penuh intrik politik yang sesungguhnya merupakan
kedok Indonesia untuk menguasai Papua. Penyerangan ini lebih
bernuansa kepentingan Indonesia untuk mengeksploitasi Papua, bukan
didasarkan pada kepentingan orang Papua sendiri. Pemikiran ini
semakin berkembang luas karena masyarakat Papua tetap menderita
kemiskinan selama di bawah Indonesia, padahal diketahui bahwa Papua
merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor migas untuk
Pemerintah Indonesia. Rakyat Papua merasakan kekecewaan dan

kebencian seiring dengan penindasan harga diri bangsa Papua.

Hingga kini, bila dihitung sejak tahun 1965, OPM telah beroperasi
selama 41 tahun. OPM ternyata mampu bertahan dengan sistem
sporadis dalam gerakan bersenjata/militer yang melibatkan masyarakat
awam, baik yang melakukannya secara sukarela maupun karena
keterpaksaan. TNl memang secara berkala berhasil menumpas gerakan-
gerakan sporadis OPM , tetapi tidak mampu menumpas OPM secara
menyeluruh tanpa sisa. Hal ini karena OPM mendapat dukungan yang

kuat di kalangan masyarakat Papua, yang telah memberikan
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perlindungan, makanan, serta bantuan menyembunyikan persenjataan.
Partisipasi masyarakat tersebutlah yang menjadikan OPM, yang
sesungguhnya tidak besar dan memiliki persenjataan yang sangat
terbatas, menjadi sulit ditumpas. Namun demikian di sisi lain, basis
pendukung masyarakat Papua yang sangat kuat ini ternyata tidak
mampu mendukung keberhasilan OPM untuk mewujudkan keinginannya.
Hal ini tampaknya dikarenakan adanya ketidakkompakan di antara para
pemimpin OPM, baik yang berada di Papua maupun yang berada di luar
negeri. Kondisi ini merupakan kelemahan OPM yang mempengaruhi
keseluruhan upaya memerdekakan Papua, selain kekuatan senjata yang

sebagian besar merupakan hasil rampasan.

Pergerakan OPM secara politik dan militer mendapat angin
setelah kejatuhan Presiden Soeharto, dan dimulai era reformasi. Secara
politik, gerakan-gerakan politik OPM sangat leluasa mendekati
masyarakat dalam menyuarakan kemerdekaan Papua. Sedangkan secara
militer, aksi-aksi kekerasan seolah-olah menjadi marak karena ketika
itu TNI berada dalam kondisi kegamangan akibat kekhawatiran

melanggar hak asasi manusia.

2. Presidium Dewan Papua (PDP)

Perjuangan meraih kemerdekaan Papua juga dilakukan melalui
suatu badan yang bernama Presidum Dewan Papua, yang dibentuk pada
tahun 1999, dengan kepemimpinan Theys Eluay. Gerakan PDP sangat
membahayakan bagi terjaganya integrasi Indonesia, karena PDP mampu
atau berhasil menggalang dukungan untuk melaksanakan perayaan
kemerdekaan Papua, pengibaran bendera bintang kejora, dan “restu”
dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman
Wahid.

Namun demikian, PDP mendapat perlakuan yang sangat berbeda.
Berkebalikan dengan pemerintahan Orde Baru, pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, PDP mendapat dukungan,

bahkan diberikan dana sebesar 1 milyar untuk penyelenggaraan Kongres
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Dewan Papua. Kebijakan ini tentunya melahirkan sikap pro dan kontra
di tanah air, tidak hanya di kalangan nasionalis tulen. Sebagian pihak
menilai bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap
kemerdekaan papua sehingga akan menghancurkan upaya Indonesia
untuk tetap mengintegrasikan Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Paling tidak, dukungan Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah
menyebabkan segala upaya yang selama ini dilaksanakan menjadi

terputus dan menjadi celah kesempatan bagi pendukung kemerdekaan.

Di pihak lain, langkah Presiden Abdurrahman Wahid dinilai
sebagai terobosan baru bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik
Papua secara damai, dengan mendukung sebuah upaya yang
mencitrakan otonomi khusus, yang terbatas bagi Papua. Pada
kenyataannya, kebijakan ini akhirnya menjadi bumerang bagi
pemerintah Indonesia sendiri, karena kongres tersebut hanya
melibatkan para pendukung kemerdekaan Papua, tidak melibatkan
warga Papua secara umum sesuai permintaan Presiden. Presiden
Abdurrahman wahid sendiri akhirnya bersaksi di depan DPR dan
mencabut keputusannya, yang menandai dimulainya kembali sikap

tegas pemerintah pusat terhadap segala bentuk kegiatan PDP.

Kematian Theys, yang banyak dituduhkan dilakukan oleh TNI,
kini semakin memperbesar simpati masyarakat Papua terhadap PDP.
Walaupun sikap tegas pemerintah dan aparat keamanan menyulitkan
pergerakannya, PDP tampaknya terus aktif melakukan gerakan bawah
tanah demi menggalang dukungan yang lebih nyata. Kematian Theys
menjadi isu yang semakin menyudutkan pihak TNI tidak hanya di dalam
negeri, melainkan di luar negeri yang terlihat dari pernyataan-
pernyataan sejumlah tokoh/pejabat negara-negara lain yang bersifat
memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk transparan dalam

pengungkapan kasus tersebut.
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3. Pemerintah Indonesia (Pusat)

Terus bergeraknya OPM dan meningkatnya simpati bagi PDP
menambah kesulitan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik
Papua. Peta politik konflik di Papua menjadi semakin rumit untuk
ditemukannya langkah-langkah melindungi integrasi NKRI. Hal ini
karena pemerintah tidak hanya berhadapan dengan OPM semata,
melainkan juga harus memberikan porsi perhatian yang sama besar
terhadap PDP. Keberadaan dua “lawan” tentunya berpengaruh

terhadap upaya pengawasan secara ketat.

Perbedaan tipe pergerakan antara OPM dan PDP yang berbeda
satu dengan lainnya, menyebabkan pemerintah harus selalu berhati-
hati dengan setiap kebijakannya, karena tidak akan ada satupun
kebijakan damai yang akan memuaskan bagi semua pihak. Walaupun
sebagian kalangan mendesak agar ketidakpercayaan pemerintah
terhadap Papua harus dihilangkan demi dihasilkan kebijakan yang
benar-benar dibutuhkan untuk membangun Papua, tidak dapat
dihindari sikap ini akan selalu hadir di kalangan pejabat pemerintah
karena memang merupakan tugas untuk melindungi keutuhan NKRI dari

setiap upaya pemisahan diri.

Akan tetapi, perkembangan berikutnya sedikit menguntungkan
pemerintah. Walaupun juga, dapat dikatakan menambah kebingungan.
PDP ternyata tidak menimbulkan masalah bagi pemerintah Indonesia,
tetapi juga menimbulkan masalah tersendiri bagi OPM. OPM melihat
PDP telah banyak melenceng dari tujuan kemerdekaan Papua dan PDP
telah menghancurkan jejak perjuangan OPM selama puluhan tahun.
Konflik antar keduanya, tampak memuncak ketika Simon Awom yang
mengaku anggota OPM, pada 30 Agustus 2000, mendatangi kantor PDP
dan Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (Foreri), dan kemudian menutup
kedua kantor tersebut, yang ternyata perintahnya berasal dari Mathias

Wenda, Panglima tertinggi OPM/TPM di wilayah Vanimo.
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Baik PDP maupun OPM yang selalu menyatakan bahwa klaim
Indonesia atas Papua tidak sah, selalu ditangkal oleh pemerintah
Indonesia. Pemikiran bahwa Papua adalah bagian terpisah dari
Indonesia, Papua tidak seharusnya menjadi bagian dari Indonesia
karena Papua bukan wilayah bekas jajahan Belanda, yang kemudian
diwujudkan dalam Manifest Politik,* sesungguhnya dimentahkan secara
historis administratif. Hal ini karena Papua sesungguhnya merupakan
salah satu wilayah administrasi Belanda yang berada di bawah
kekuasaan Kesultanan Tidore.® Atas dasar ini, argumen ataupun

perdebatan hukum dari pihak pendukung kemerdekaan dapat ditangkal.

Bagi Indonesia, wilayah Papua telah terbukti secara de facto
maupun de jure sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang
kemudian menjadi wilayah Indonesia. Sikap ini diperkuat dengan
keberadaan peraturan dalam hukum internasional yang dikenal dengan
nama Uti Possidetis, yang menyatakan bahwa ketika suatu bangsa
menjadi merdeka, maka batas-batas wilayah yang dibuat oleh penguasa
kolonialnya tetap dijaga untuk menghindari terjadinya instabilitas
perbatasan yang sensitif. Aturan ini juga menegaskan bahwa modifikasi
perbatasan hanya dapat dilakukan bila negara induk dan wilayah yang
hendak memisahkan diri bersepakat tentang pemisahan yang akan

dilaksanakan.

B. Kebijakan Otonomi Khusus

Otonomi khusus Papua merupakan solusi terhadap masalah-masalah
yang kini berkembang di Papua. Secara politik, bagi pemerintah pusat,
otonomi khusus bagi Papua merupakan sebuah cara untuk merajut tali

persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi warga Papua, otonomi khusus

* Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bakti, The Papua Conflict : Jakarta’s Perception and
Policies, (Washington, East-West Center, 2004), hal 10.

® Hal ini dapat dilihat dalam Perjanjian London (London Agreement) antara Belanda dan
Inggris pada tahun 1824. Beberapa waktu setelah perjanjian diitandatangani, kedua negara
membuat peta yang memasukkan Papua sebagai batas wilayah Hindia Belanda yang paling
timur. Lihat : Subandrio, Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat, (Jakarta, Yayasan
Kepada Bangsaku, 2001), hal. 6-12.
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merupakan alat legitimasi pengakuan tentang jati diri orang asli Papua untuk
menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan sebagai peluang bagi
orang asli Papua untuk merubah diri dalam belengu keterbelakangan dan
ketertinggalan. Dengan pelaksanaan otonomi khusus, segala masalah yang
sekarang ini diangkat oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri maupun di
luar negeri sebagai isu untuk menggoyang legitimasi dan menciptakan
ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia, akan dapat diatas. Hal ini
karena otonomi khusus bagi Papua menjadi jalan untuk menghilangkan
kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan kemelaratan, sehingga dapat
diraih perubahan-perubahan untuk mencapai kesejahteraan bagi warga Papua.
Dalam memahami makna otonomi khusus untuk kemudian ditarik manfaat-
manfaat yang didapat, perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan

pemerintah pusat ini.

Kebijakan publik otonomi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah,
secara nyata hanya diberikan kepada dua wilayah yang mengalami Kkrisis
integrasi, yaitu Aceh dan Papua. Otonomi khusus adalah suatu kebijakan
publik pemerintah sebagai jalan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara
dari kecenderungan perpecahan atau disintegrasi bangsa, sekaligus merajut
tali persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh dalam ikatan NKRI. Otsus
Otonomi khusus juga merupakan jalan untuk menyelesaikan penyebab konflik
disintegrasi, mempercepat pembangunan daerah dan memulihkan hubungan

antara pusat dan daerah.

Otonomi khusus sebagai suatu siasat memiliki peranan sebagai sarana
perdamaian dan penghapusan dendam, antara pemerintah dan rakyat Papua
terhadap segala kesalahan, yang akan diselesaikan dalam suatu dialog dan
rekonsialisi perdamaian. Mengingat situasi politik dan kondisi dinamis
reformasi membahana ke seluruh Nusantara telah membawa konsekuensi logis
dalam mendorong masyarakat di daerah untuk menonjolkan identitasnya
sebagai bagi dari warga negara RI, yang perlu mendapat perhatian dan
perlakuan khusus oleh pemerintah dari berbagai ketimpangan dan

kesenjangan sosial.
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Daerah-daerah yang merupakan bagian wiayah RI, yang mengalami
krisis integrasi harus mendapat perhatian khusus, perlakuan khusus, dengan
cara-cara khusus. Pemikiran ini didasarkan pada harapan agar semua
persoalan utama yang menjadi sumber konflik dapat diselesaikan secara jujur,

adil, benar, transparan, terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan pelaksanaan otnomi khusus diharapkan terjadi perubahan
yang mendasar dalam menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya
konflik disintegrasi di Papua. Persyaratan penting yang juga harus menjadi
pertimbangan adalah terwakilinya aspirasi masyarakat asli Papua dengan baik.
Ketika pemerintah menerapkan otonomi khusus bagi Papua, tidak hanya
kalangan masyarakat Indonesia yang menyambut dengan antusias. Warga
Papua sesungguhnya berharap banyak, walaupun hingga kini masih harus
kecewa karena menilai kepentingan politik pemerintah pusat tetap

mendominasi realisasi otonomi khusus.

Yang menarik, kalangan asing juga menilai dengan penerapan otonomi
khusus bagi Provinsi Papua terjadi perubahan signifikan tentang cara pandang
pemerintah terhadap masalah-masalah di Papua, dan merupakan tonggak
sejarah dalam mencapai kemajuan Papua.® Dalam konteks dinamika
internasional, dimana faktor eksternal cukup banyak berpengaruh terhadap
kecenderungan politis di tingkat lokal, hal ini menunjukkan penilaian positif
terhadap pemerintah Indonesia untuk menjawab segala permasalahan di

Papua.

Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU Otonomi Khusus untuk Papua
perlu untuk dijalankan sebagaimana aturan tentang kebijakan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini karena pengaturan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bagi Papua merupakan prinsip

mendasar dalam tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama ini.

¢ Otonomi khusus dinilai telah mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercantum
dalam Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenants on Civil and Political
Rights / ICCPR) dan Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR). Lihat : Theodor Ratgeber, “Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua : Kerangka Hukum dan Politik untuk Dialog”, dalam
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realitas Sosial dan Perspektif
Politis, (Jakarta, Sinar Harapan, 2006), hal. 11-14.
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Hal ini setidaknya terlihat dari menurunnya aksi-aksi demonstrasi di Papua
maupun di Jakarta pada awal pengesahan UU tersebut. Ketika, otonomi
khusus tidak memberi manfaat sesuai harapan rakyat Papua, demonstrasi pun
meningkat tajam. Bahkan, sejumlah kalangan masyarakat Papua melakukan

aksi massa melakukan pengembalian otonomi khusus kepada pemerintah.

Isu penguasaan dan hak pengelolaan sumber daya alam Papua di tangan
pemerintahan daerah menjadi masalah yang terus terangkat menjadi sumber
konflik pusat dan daerah. Papua yang memiiki sumber daya alam berlimpah,
tidak menerima porsi pembagian yang adil. Hal ini menimbulkan kekecewaan,
yang sesungguhnya telah lama hadir di tengah-tengah rakyat Papua. Protes
regional dan daerah tersebut, bukan saja timbul pada era reformasi dewasa
ini, tetapi sudah pernah terjadi kurang lebih 12 tahun setelah negara RI
merdeka yakni tahun 1956, dimana protes muncul berupa pemberontakan
bersenjata. Untuk itu, bila pemerintah memperhatikan aspirasi/kebutuhan
daerah, kiranya kemajuan pembangunan yang signifikan telah terjadi di

seluruh daerah Indonesia, termasuk Papua.

Sebagai salah satu sumber kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap
upaya dan intensi pemerintah pusat, otonomi khusus tidak hanya mencakup
pengadopsian kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga masalah sosial-
budaya dan politik. Namun demikian, penyelesaian masalah ekonomi secara
teoritis mendorong kemajuan di bidang-bidang lainnya sehingga patut menjadi
landasan kebijakan dalam mendorong ketahanan wilayah Papua agar dinamis

dan semakin berkurang keinginan memisahkan diri dari NKRI.

C. Ketidakjelasan Politik

Permasalahan politik menyangkut pemberlakukan dua UU otonomi
daerah di Provinsi Papua harus diselesaikan dengan cepat, karena akan
menunjang terciptanya stabilitas lokal dan meredam rasa ketidakpercayaan

terhadap pemerintah pusat, yang banyak dinilai sangat lamban mengatasinya.

Walaupun otonomi khusus sudah diberikan kepada pemerintah Provinsi

Papua berdasarkan UU Nmor 21 tahun 2001, namun pelaksanaannya belum
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maksimal, yang salah satunya karena keberadaan UU lain tentang otonomi
daerah, yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang
berlaku secara nasional. Hambatan yang terjadi karena keterlambatan
pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah diatasi, dengan penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2004 tetang Majelis Rakyat Papua.
MRP yang menurut UU otonomi khusus merupakan “jantung” dari pelaksanaan
otonomi khusus menjadi isu penting, karena menghambat pelaksanaannya

walaupun pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus sejak awal.’

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat ataupun keinginan pemekaran
wilayah lain yang berkembang di Papua tampak disikapi secara negatif oleh
rakyat Papua. Provinsi Irjabar atau daerah-daerah baru lain akan
menyebabkan dualisme ataupun trialisme UU otonomi khusus. Pemekaran
wilayah memang tidak sepenuhnya disikapi sebagai “alergi” tetapi yang patut
dipertimbangkan adalah jangan sampai terjadi konflik antar daerah karena
melekat kepentingan masing-masing, dan jangan sampai terjadi konflik di
kalangan masyarakat Papua.

Kebijakan pemekaran wilayah memang merupakan konsensus bersama,
yang telah melalui tahapan mekanisme yang diinginkan masyarakat Papua.
Namun penerapannya, khususnya terkait Provinsi Irjabar menyebabkan
pemerintah dinilai tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab untuk
melaksanakan kebijakan publik yang tepat, baik yang disebabkan keraguan
dipihak pemerintah ataupun ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah
daerah di wilayah yang mengalami gejala disintegrasi. Sebagian pihak
memberi jalan dengan mengungkapkan pengawasan yang tepat dapat
menjawab keraguan dan pengawasan secara khusus dapat mendorong
kepercayaan dari pusat.

Di dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui asas

desentralisasi di Indonesia, sejak negara ini berdiri, mungkin baru pertama

" Masalah pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru diatur dalam UU Nomor 21
tahun 2001 pasal 76, yaitu : Pemekaran Provinsi papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan
atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan
sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan di
masa mendatang.
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kalinya berlaku tiga UU otonomi daerah yang diberlakukan di satu wilayah,
yakni di Provinsi Papua. Walaupun pihak pemerintah pusat bersikap
keberadaan Provinsi Irjabar sah demi hukum, namun legalitas tersebut tidak
menghilangkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Papua. Adanya tiga
UU otonomi daerah di Papua mendorong penilaian di kalangan rakyat Papua
dan komunitas internasional bahwa terdapat keanekaragaman cara pandang
dan berfikir para pakar politik, pemerintahan dan otonomi daerah di
Indonesia, terutama terkait perumusan strategi menyelesaikan konflik politik
di tanah Papua. Hal ini menggambarkan inkonsistensi dalam penegakan hukum
dan HAM di Papua, yang juga dapat berpengaruh terhadap upaya
pembentukan nasionalisme di Tanah Air. Untuk itu, solusinya sangat ditunggu

masyarakat Papua.

Yang patut dicatat dalam dinamika politik di Papua ditengah
ketidakjelasan kebijakan politik pemerintah pusat adalah besarnya partisipasi
masyarakat Papua dalam pemilihan umum tahun 2004 dan Pilkada Irjabar,
yang sedikitnya menggambarkan telah tumbuhnya kesadaran tentang
pentingnya pemberian aspirasi, yang merupakan suatu peristiwa yang luar

biasa dalam kesadaran rakyat Papua berdemokrasi.

Akan tetapi hal ini sesungguhnya tidak berarti dukungan terhadap
kebijakan publik pemerintah, karena pemekaran wilayah dinilai dilakukan
tanpa prosedur hukum. Untuk itu, kiranya kebijakan publik apapun yang akan
diterapkan di Papua perlu dilandasi oleh strategi besar mengatasi
permasalahan Papua sehingga tidak bersifat tambal sulam ataupun menambah
permasalahn baru yang dapat menambah kekecewaan dan ketidakpercayaan

terhadap pemerintah pusat.

D. Disparitas Pembangunan

Terabaikannya pembangunan di Papua selama masa Orde Baru
merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya keinginan separatisme
yang sebelumnya telah ditanam oleh Pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat

Papua merasa dengan kekayaan alam yang dimiliki seharusnya mereka

TERBATAS



TERBATAS
50

menikmati tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah

lain, atau paling tidak dari wilayah yang kurang memiliki sumber daya alam.

Perbaikan kondisi perekonomian menjadi terbuka ketika pada tahun
1999, Presiden BJ Habibie melaksanakan desentralisasi melalui penerbitan
Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang No0.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang
memungkinkan pemerintah lokal meningkatkan bagian dari kekayaan lokal,
bersamaan dengan pelimpahan kekuasaan legislatif dan administratif kepada
propinsi dan badan sub-propinsi. Disusul kemudian dengan Undang-undang
No.45/1999 Pemekaran Wilayah.

Selanjutnya pemerintah pada tahun 2001 mengeluarkan Undang-undang
No.21/2001 tentang Otonomi Khusus yang merupakan upaya untuk
memperlihatkan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat Papua. Ketentuan
undang-undang ini jangkauannya lebih luas ketimbang Undang-undang
Otonomi Daerah, yang dibuat berdasarkan konsultasi antara pejabat
pemerintahan Papua, LSM, dan tokoh-tokoh gereja. Aspek dari Otonomi
Khusus yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Papua adalah menyangkut
hak-hak masyarakat lokal dengan pembentukan MRP dan penambahan dana

pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut Papua akan menerima 80 persen
pendapatan negara dari hasil pertambangan, kehutanan dan perikanan pada
propinsi ini, serta 70 persen dari hasil minyak dan gas, di mana yang terakhir
ini diturunkan menjadi 50 persen setelah jangka waktu 25 tahun. Disamping
itu terdapat pula “alokasi otonomi khusus” selama 20 tahun sebesar 2 persen
dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu sebuah mekanisme di mana pemerintah

membagikan kembali penghasilan kepada propinsi-propinsi.®

Namun, adanya persinggungan kewenangan pelaksanaan Undang-
undang No0.21/2001 dengan Undang-undang No.45/1999 di lapangan, semakin
memperumit proses penanganan dan perbaikan kondisi perekonomian daerah

Papua yang tertinggal dibanding daerah lain. Pada akhirnya kerancuan

® International Crisis Group.

TERBATAS



TERBATAS
51

kebijakan Pusat ini potensial guna menimbulkan keinginan memisahkan diri
karena menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menangani

permasalahan yang ada.

Adapun keinginan tersebut lahir dari kesadaran akan pengorbanan
orang Papua yang cukup besar dengan beroperasinya kegiatan ekstraksi
sumberdaya alam, yang tidak hanya menyangkut materi, namun juga non
materi. Secara materi, kerugian yang dialami berupa pengambilan lahan untuk
operasi, kerusakan lingkungan dan hilangnya cadangan sumber daya alam di
Papua. Secara non materi, penderitaan berupa pemudaran nilai-nilai
tradisional, luka hati akibat nilai-nilai spiritualnya tidak dihargai dan perasaan
terpinggirkan secara sosial karena tidak pernah diajak bicara mengenai
perencanaan kehidupan mereka. Dampak dari kesulitan mengelola perubahan-
perubahan tersebut yang mengarah pada marginalisasi masyarakat adat pada
posisi tidak berdaya, tersimpannya potensi untuk bereaksi dengan melakukan
gerakan sosial.’

Selain masalah-masalah tersebut, eksistensi perusahaan-perusahaan
yang bergerak dalam ekstraksi sumberdaya alam, baik penambangan maupun
hasil hutan di tengah masyarakat Papua telah pula menimbulkan masalah
sosial-ekonomi lainnya di samping konflik lateral antar sesama masyarakat
Papua maupun antara masyarakat Papua dan pendatang dan konflik vertikal

berupa ketegangan masyarakat dengan pemerintah dan investor.

Dalam kasus PT Freepoort Indonesia, pembayaran lebih dari US$ 1
milyar dalam bentuk pajak dan royalti kepada Indonesia membuktikan
bantuan terhadap perekonomian setempat yang menopang ribuan penduduk
masih bersifat formalitas semata. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya
perencanaan program dan sistem manajemen yang baik untuk mengelola dana
tersebut di awal pengeluarannya pada tahun 1996. Akhirnya, kucuran dana itu
tidak dapat dirasakan manfaatnya secara luas dan bahkan menjadi salah satu

sumber konflik antara kelompok masyarakat di sekitar proyek tersebut.

° Dr. Ngadisah MA, “Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua”, Pustaka Raja,
Jakarta, 2003.
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Diangkatnya Tom Beanal menjadi komisaris PT Freeport Indonesia
memang bermanfaat dalam rangka menjembatani konflik-konflik dengan Suku
Amungme dan Suku Kamoro, namun kurangnya pemahaman bagaimana
perusahaan tersebut dijalankan mempersulit upaya meredam kekhawatiran

akan ketertutupan PT Freeport Indonesia terhadap suku-suku tersebut.

Kendati masih ada saling curiga, saat ini dialog antara PT Freeport
Indonesia dan masyarakat Papua setempat telah terbuka lebih lebar. Hal ini
selain karena adanya desakan dari masyarakat, LSM nasional dan
internasional, tetapi juga karena kebijakan Otonomi Khusus yang menuntut
para investor agar memperlakukan masyarakat setempat dengan lebih adil,
lebih memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan hidup masyarakat di
sekitar perusahaan tersebut beroperasi melalui konsultasi yang lebih besar.
Namun, sejarah PT Freeport Indonesia yang mengabaikan kekhawatiran warga
setempat tetap akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat, sehingga
hasil-hasil yang sebenarnya telah bersifat positif masih dipandang sebelah

mata di Timika.

Hal ini terjadi, menurut Ngadisah, karena perbedaan persepsi mengenai
konsep kesejahteraan yang dimaksudkan oleh PT Freeport Indonesia dengan
masyarakat setempat. PT Freeport Indonesia mengartikan kesejahteraan dari
sudut ekonomi atau pemenuhan hak-hak material, sedangkan masyarakat
setempat mengartikan kesejahteraan jauh lebih mendasar, yakni menyangkut
penghargaan terhadap hak dan martabat masyarakat setempat sebagai
manusia atau komunitas sosial. Mereka menuntut persamaan hak sebagai

warga bangsa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Perbedaan pandangan ini tampaknya akan tetap memunculkan tuntutan
masyarakat setempat terhadap PT Freeport Indonesia di masa mendatang.
Untuk itu, perbaikan kondisi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan
daerah sekitar yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia harus didasari oleh
pemahaman atas kebutuhan masyarakat dan pengakuan terhadap nilai-nilai
tradisional serta didukung oleh kebijaksanaan pemerintah dalam rangka
menemukan konsesi-konsesi terbaik bagi masing-masing pihak, mengingat

besarnya investasi perusahaan tersebut.
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Selain PT Freeport Indonesia, proyek lain yang saat ini mendapat
perhatian masyarakat Papua adalah ladang Tangguh yang dikelola oleh British
Petroleum (BP). Walaupun wilayah konsesi ladang gas Tangguh jauh lebih kecil
dibanding daerah konsesi PT Freeport Indonesia atau HPH kehutanan yang
besar, akan tetapi dampak ekonomi dan sosial budaya cukup besar. Proyek ini
akan berdampak besar terhadap penduduk sekitar, yakni petani dan nelayan,
selain terhadap ekonomi dan masyarakat di pedalaman, termasuk kota-kota

Sorong, Manokwari dan Fakfak.

Kehadiran BP di ladang gas Tangguh, bersifat sama dengan PT Freeport
Indonesia karena menambah kemajemukan masyarakat setempat. Besar
kemungkinan proyek ini akan menarik pendatang dari luar Teluk Bintuni.
Perkembangan wilayah yang cepat diperkirakan akan menyebabkan urbanisasi
yang dapat menyulut konflik antar suku maupun sengketa antara penduduk
asli dan pendatang yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut sehingga
menyebabkan konflik bertambah luas baik dari segi masyarakat yang terlibat

maupun jenisnya.®

Meski demikian, kesadaran akan perlunya pembangunan yang lebih
simpatik dan ramah lingkungan mulai muncul dalam berbagai kebijakan yang
kini diambil oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Hal ini
merupakan akumulasi pembelajaran dari berbagai konflik yang terjadi yang
tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tapi juga kredibilitasnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut harus mempertimbangkan isu HAM dan

lingkungan hidup yang saat ini menjadi kepedulian dunia.

Langkah-langkah BP dalam proyek ladang gas Tangguh dapat dijadikan
sebagai contoh. Perusahaan ini telah mengadakan diskusi yang panjang
dengan masyarakat setempat, mempekerjakan sepasukan konsultan untuk
membuat analisa dampak sosial, lingkungan dan HAM yang ditimbulkan proyek
serta menawarkan program pengembangan masyarakat kepada seluruh
masyarakat di sekitar Teluk Bintuni. Saat ini penduduk setempat tengah diberi
pelatihan dalam pekerjaan kayu, jasa boga dan keterampilan lainnya yang

dapat dimanfaatkan oleh proyek. Hal ini merupakan langkah guna

19 Ngadisah, Op.Cit.
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mewujudkan target jumlah tenaga kerja yang terdiri dari warga Papua sebesar

80 persen hingga 2026.

Dengan adanya kewenangan yang lebih luas bagi Papua untuk mengatur
masyarakatnya melalui Undang-undang Otonomi Khusus, serta desakan
berbagai pihak yang telah menimbulkan kesadaran yang lebih besar dari
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua, maka momentum untuk
melakukan pembangunan yang sejalan dengan kesejahteraan rakyat Papua
masih terbuka. Langkah ini perlu dilakukan bukan hanya demi pemerataan
kesejahteraan masyarakat Papua semata, tetapi juga untuk menghapus
ketidakpuasan terhadap pembangunan yang dijadikan alasan bagi gerakan
memisahkan diri dari NKRI. Dengan begitu pembangunan yang melibatkan
berbagai pihak tersebut, tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat
tetapi juga menjadi langkah efektif bagi usaha mempertahankan keutuhan

wilayah RI.

Akan tetapi, Pemerintah mungkin akan menemui kesulitan
menunjukkan itikad baiknya untuk mengadakan perbaikan dan perubahan
akibat sikap  “waspada” masyarakat yang pernah  mengalami
ketidakberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang lebih
menguntungkan pihak investor dan sekelompok aparat birokrasi. Karenanya
langkah penting lain yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan
masyarakat akan kesungguhan pemerintah. Dengan dukungan dari masyarakat,
bersama-sama dengan para investor kini pemerintah dapat mulai menyusun
sebuah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

E. Kemampuan Pertahanan

Luasnya wilayah Papua memberikan kesulitan sendiri bagi mobilitas
kekuatan TNI dalam menghadapi gerakan kelompok separatis politik maupun
bersenjata Papua. Hal ini terjadi adanya keterbatasan prasarana dan sarana

pertahanan dan keamanan di Papua, yang menyebabkan menyebabkan TNI

™ International Crisis Group, Loc. Cit
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sebagai wahana andalan dalam menunjang ketahanan wilayah Papua sangat

terbatas perannya.

Sementara terdapat keterbatasan penggelaran wahana mobilitas udara
TNI di Papua, karena jumlahnya yang terbatas dan harus pula didislokasikan
ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Selain itu, sekitar 40 persen kekuatan
udara Indonesia mengalami kelumpuhan karena embargo dari negara-negara
maju, termasuk di dalamnya pesawat angkut. Pembangunan ini harus sejalan

dengan pembangunan daerah pangkal perlawanan.

Kedua, dislokasi kekuatan organik Kodam XVII/Trikora di Papua yang
hanya terdiri dari tiga batalyon infanteri perlu mendapat perhatian khusus,
karena sesungguhnya sangat tidak seimbang dengan luas wilayah Papua
sendiri. Meskipun selama ini kekuatan Kodam XVII/Trikora di Papua diperkuat
oleh satuan tempur non organik, namun dislokasi satuan tempur non organik
ke Papua tersebut selalu tergantung dari kondisi militer keamanan secara

nasional.

Dislokasi satuan tempur non organik di Kodam XVII/Trikora, baik yang
berasal dari TNI-AD, TNI-AL maupun TNI-AU secara garis besar diperuntukkan
bagi kawasan-kawasan daerah rawan akan gangguan KSB, pengamanan objek
vital nasional dan pengamanan garis perbatasan Indonesia-Papua New Guinea.
Mengingat luasnya wilayah yang harus diamankan, maka satuan yang

didislokasi pada suatu daerah biasanya mulai dari tingkat Regu hingga Kompi.

Ketiga, peningkatan sarana telekomunikasi untuk memperlancar
hubungan antara komando dengan seluruh satuan, khususnya dengan satuan-
satuan Koter jajaran Kodam XVII/Trikora. Mengingat luasnya wilayah Papua,
maka sarana telekomunikasi sangat penting guna lancarnya K3I antar satuan

TNI yang terpisah dalam jarak yang jauh.

Keempat, penggelaran kekuatan TNI-AL dan TNI-AU. Mengingat luasnya
wilayah Indonesia tidak berbanding lurus dengan alutsista yang dimiliki oleh
TNI-AL dan TNI-AU khususnya, maka penggelaran kekuatan TNI-AL dan TNI-AU

belum dapat mencapai tingkat yang diharapkan. Meskipun demikian, bukan
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berarti tidak ada kekuatan TNI-AL dan TNI-AU yang digelar di sekitar Papua,

hanya saja tingkat kehadirannya sebagai deterrence belum terlalu terasa.

Dengan pembentukan Lantamal V di Papua, diharapkan adanya
penggelaran kekuatan TNI-AL yang lebih intensif di sana dalam rangka
penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut. Selama ini, secara rutin
kekuatan TNI-AL (KRI) telah menggelar patroli di perairan sekitar Papua.
Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, TNI-AL beberapa waktu lalu

menggelar Latihan Armada Jaya di perairan sekitar Papua.

Ditinjau dari aspek kesiapan dukungan pangkalan, sebagian besar Lanal
di wilayah Lantamal V bertipe C. Artinya dapat memberikan dukungan logistik
terbatas pada operasi yang digelar kekuatan TNI-AL di perairan sekitar Papua.
Sedangkan untuk penggelaran operasi dalam jangka waktu yang lebih panjang,

dibutuhkan dukungan logistik dari komando yang lebih atas.

Salah satu tipe pelanggaran yang seringkali dideteksi oleh kekuatan
TNI-AL yang beroperasi di perairan sekitar Papua adalah penerbangan gelap
(black flight) di wilayah udara sekitar Papua. Penerbangan gelap ini dapat
menjadi ancaman bagi keamanan nasional di Papua. Oleh karena itu, rencana
penggelaran Satuan Kohanudnas di Papua merupakan salah satu upaya

deterrence yang harus ditindaklanjuti secepatnya.

Walaupun kegiatan penerbangan gelap dapat dideteksi oleh Kohanudnas
melalui kerjasama dengan jaringan radar penerbangan sipil dan radar KRI,
namun upaya penindakannya mengalami hambatan karena tidak setiap saat
terdapat Flight Patroli Pertahanan Udara yang digelar TNI-AU di Papua dan
sekitarnya. Ini tidak lepas dari terbatasnya alutsista TNI-AU yang dapat digelar
ke seluruh wilayah Nusantara, terlebih lagi dengan adanya embargo terhadap

alutsista.

Sementara fasilitas Lanud di Papua sesungguhnya dapat memberikan
dukungan logistik memadai selama jangka waktu tertentu. Perkuatan logistik
dari komando yang lebih atas dibutuhkan ketika penggelaran kekuatan
berlangsung dalam waktu lama. Untuk itu, perlu dipertimbangkan dengan

matang peningkatan kelas Lanud di Papua, bahkan akan lebih baik bila ada
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Lanud di Papua yang menjadi homebase Skadron Tempur, minimal homebase

Flight Tempur.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kompleksitas permasalahan di Papua sangat tinggi karena secara riil
daerah tersebut sangat labil terkena pengaruh negatif akibat perkembangan
politik dan keamanan di dalam negeri, dan dinamika eksternal yang
berdimensi internasional. Terhadap kerawanan dan ancaman di Papua,
dikaitkan dengan ketahanan wilayah tersebut yang sangat rendah, terdapat
beberapa isu yang harus terus dicermati dan diantisipasi perkembangannya

demi terjaganya integrasi NKRI :

1. Dimensi Politik.

Isu Papua merupakan permasalahan dalam negeri Indonesia,
namun tidak akan dapat terlepas dari dinamika di tingkat eksternal.
Permasalahan Papua dipengaruhi oleh masalah politik dalam negeri,
terutama berkaitan dengan kebijakan publik pemerintah pusat, dan
sangat terkait dengan kecenderungan modern dalam politik
internasional. Masalah dalam negeri, memang banyak berkaitan dengan
kondisi keamanan Papua, akan tetapi sumber kekecewaan,
ketidakpercayaan, dan bahkan kehadiran keinginan memisahkan diri
lebih disebabkan karena belum sepenuhnya direalisasikan UU Otonomi
Khusus di Papua dan mengatasi ketidakjelasan politik dengan adanya

Provinsi Irjabar.

2. Dimensi Keamanan.

Masalah keamanan di Papua kini lebih banyak berpusat pada
gerakan-gerakan politik kelompok pendukung kemerdekaan, dengan
kecenderungan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata

cenderung menurun. Namun demikian, mengingat luasnya wilayah
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Papua dihadapkan dengan keterbatasan kekuatan dan kemampuan TNI
di Papua, mengindikasikan adanya tetap adanya kemungkinan gangguan
keamanan ke depan.

3. Dimensi Hukum.

Penegakan hukum di Papua masih menemui sejumlah hambatan
yang akhirnya menyebakan penyelesaian berbagai masalah lainnya
diliputi ketidakjelasan. Untuk itu, dukungan untuk meningkatkan
kualitas dan kinerja aparat hukum di Papua perlu mendapat perhatian
yang memadai, sehingga dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan

pada hukum di kalangan masyarakat Papua.

Saran

1. Eskalasi keamanan di Papua harus diimbangi dengan perkuatan
kekuatan keamanan dan pertahanan di Papua. Khusus, kekuatan TNI
yang selama ini tidak seimbang dengan luas wilayah serta persebaran
KSB perlu penyesuaian, salah satunya menyesuaikan perkembangan

politik di Papua yang penuh ketidakpastian.

2. Untuk meningkatkan kemampuan mobilitas pasukan, dengan
keterbatasan prasarana dan sarana jalan darat di Papua, maka peran
sarana mobilitas udara sangat penting. Untuk itu, dalam jangka pendek
peningkatan sarana mobilitas udara bagi TNI di Papua harus dilakukan,
sementara untuk jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah

harus menyelesaikan pembangunan jalan trans Papua.

3. Menyangkut isu-isu Papua yang terkait dengan dimensi
internasional, seperti peninjauan terhadap PEPERA 1969 dan kasus-
kasus pelanggaran HAM harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini
disebabkan karena keputusan Sidang Majelis Umum PBB bersifat tidak

mengikat (not legally binding). Di samping itu, pemerintah harus

TERBATAS



TERBATAS
60

berupaya agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Papua. Ini
dibutuhkan karena kondisi di dalam negeri harus pula menunjang
diplomasi internasional Indonesia. Khusus untuk diplomasi, pemerintah
harus meningkatkan diplomasi internasional, termasuk diplomasi publik
dalam berbagai forum regional dan internasional, termasuk PBB di

dalamnya.
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